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RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 205 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, pengangkatan dan pemberhentian sekretaris DPRD oleh
bupati harus melalui persetujuan DPRD. Namun berdasarkan Pasal 117 ayat 1
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara, jabatan
sekretaris DPRD harus berhenti dengan sendirinya apabila yang bersangkutan telah
menduduki jabatannya selama lima tahun. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
tentang Aparatur Sipil Negara tidak memberikan tempat bagi adanya persetujuan
pimpinan DPRD dalam proses perpanjangan atau penggantian sekretaris DPRD.
Undang-Undang Pemerintahan Daerah tidak memuat norma yang mengatur dan
memberikan arahan tentang mekanisme pengajuan calon sekretaris DPRD, termasuk
tidak memberikan arahan proses pemberian persetujuan dan jangka waktu maksimal
proses pemberian persetujuan. Bahkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah yang seharusnya menjabarkan lebih teknis Undang-
Undang Pemerintahan Daerah ternyata juga tidak mengatur mengenai mekanisme,
proses maupun jangka waktu dimaksud. Hal ini tentu menimbulkan kesulitan dalam
implementasinya. Mengingat ketidakjelasan itu, Bupati Faida mengambil diskresi
untuk sementara mengangkat pejabat sebagai pelaksana tugas sekretaris DPRD.
Faida juga menyebutkan, dengan dicabutnya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember, maka susunan
perangkat daerah harus menyesuaikan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun
2016, yang mulai efektif berlaku 2 Januari 2017. Konsekuensi yuridis penyesuaian
ini adalah bahwa semua perangkat daerah termasuk sekretaris DPRD Farouq harus
demisioner terlebih dulu. Hal ini dikarenakan perangkat daerah tersebut masih
dibentuk berdasarkan perda yang telah dicabut. Diskresi sendiri dasar hukumnya
adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan.

Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas penulis mengidentifikasikan
beberapa rumusan masalah antara lain : (1) Apakah proses pemberhentian sekretaris
DPRD Kabupaten Jember merupakan suatu bentuk keputusan diskresi bupati dan (2)
Bagaimanakah keabsahan mekanisme pemberhentian sekretaris DPRD Kabupaten
Jember dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah ? Tipe penelitian yang digunakan dalam penyelesaian tesis
ini adalah tipe penelitian yuridis normatif. Sesuai dengan tujuan yang akan dicapai,
maka metodologi dalam penelitian tesis ini menggunakan dua macam pendekatan,
yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan
konseptual (conseptual approarch). Dalam pengumpulan bahan hukum ini penulis
menggunakan metode atau cara dengan mengklasifikasikan, mengkategorisasikan
dan menginventarisasi bahan-bahan hukum yang dipakai dalam menganalisis dan
memecahkan permasalahan.

Hasil kajian yang diperoleh bahwa : Pertama, Proses pemberhentian
sekretaris DPRD Kabupaten Jember merupakan suatu bentuk keputusan diskresi oleh
bupati karena ketidakjelasan peraturan, yaitu karena ada beberapa aturan yang
mengatur pemindahan pejabat yakni Pasal 204 ayat (2) Undang Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah
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Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah yang menyebutkan bahwa
pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris DPRD dilakukan Bupati atas
persetujuan pimpinan DPRD. Namun demikian, hal tersebut berbeda dengan
ketentuan dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara yang menjelaskan seseorang yang menjabat sebagai Sekretaris DPRD selama
5 tahun, dengan sendirinya berhenti karena telah habis masa jabatannya. Kedua,
Pemberhentian sekretaris DPRD Jember oleh Bupati Jember dapat dikategorikan
sebagai diskresi, namun prosedurnya yang keliru tanpa pemberitahuan kepada ketua
DPRD Jember. Prosedur pengangkatan dan pemberhentian sekretaris DPRD sudah
jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 yang bersifat khusus
atau lex spicialist dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang
Perangkat Daerah. Dalam ketentuan tersebut diatur dengan jelas, bahwa
pengangkatan maupun pemberhentian sekretaris DPRD harus meminta persetujuan
pimpinan DPRD. Komunikasi yang intensif antara eksekutif dan legislatif menjadi
faktor penting dalam membangun Jember kedepan. Karena itu, diharapkan jalinan
komunikasi jangan sampai macet, namun harus ditingkatkan di antara kedua belah
pihak demi masa depan Jember yang lebih baik.

Berdasarkan hasil kajian tersebut penulis memberikan saran, antara lain :
Penggunaan diskresi dari pejabat publik yang mana pun, tentunya harus dilandasi
oleh semangat dan tekad untuk senantiasa mempertanggung-jawabkan kebijakan
sikap dan tindakannya. Oleh karenanya penggunaan diskresi harus tetap
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar
pelaksanaan setiap diskresi benar-benar sesuai dengan harapan, maka baik oleh
pelaku (subjek) diskresi maupun sasaran (objek) diskresi seyogianya harus saling
bersedia dan mampu mawas diri. Kesediaan introspeksi, di samping retrospeksi,
diharap dapat mendorong penggunaan diskresi secara benar, baik dan
bertanggungjawab. Sehingga dengan demikian, maka tidak tertutup kemungkinan
bahwa diskresi akan berdampak pada terwujudnya pemerintahan yang baik.
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SUMMARY

Based on Article 205 of Law Number 23 Year 2014 on Regional Government,
the appointment and dismissal of the secretariat of the DPRD by the Bupati shall be
subject to the approval of the DPRD. However, based on Article 117 Paragraph 1 of
Law Number 5 Year 2004 concerning the State Civil Apparatus, the position of the
secretary of the Regional People's Legislative Assembly must stop by itself if the
person has occupied his position for five years. Law No. 5 of 2004 on the State Civil
Apparatus does not provide a place for the approval of the DPRD leadership in the
process of extension or replacement of the secretary of the DPRD. The Regional
Government Law does not contain regulatory norms and provides guidance on the
submission mechanism of DPRD secretary candidates, including not providing
direction for the approval process and the maximum period of approval process.
Even Government Regulation No. 18 of 2016 on Regional Devices that should
describe more technical Law on Regional Government did not also regulate the
mechanism, process or period of time. This certainly causes difficulties in its
implementation. Given the uncertainty, the Faida Regent took discretion to
temporarily appoint officials as executors of the secretariat of the DPRD. Faida also
mentioned that with the revocation of Local Regulation Number 15 Year 2008
regarding Organization and Working Procedure of Jember Regency, the
arrangement of regional apparatus must adjust Article 3 of Regional Regulation
Number 3 Year 2016, effective effective January 2, 2017. The juridical consequence
of this adjustment is that All regional apparatuses including Farouq's parliamentary
secretary must be first-line. This is because the regional devices are still formed
based on perda that has been revoked. Its own discretion of the legal basis is the
provision of Law Number 30 Year 2014 on Government Administration.

Based on the aforementioned matters, the writer identifies several problem
formulations, among others: (1) Is the process of dismissal of secretary of DPRD of
Jember Regency is a form of decision of regent discretion and (2) How is the validity
of dismissal mechanism of secretariat of DPRD Jember with the enactment of
Government Regulation Number 18 Year 2016 About Local Devices? The type of
research used in the completion of this thesis is the type of normative juridical
research. In accordance with the objectives to be achieved, the methodology in this
thesis research uses two approaches, namely statute approach and conceptual
approach (conseptual approarch). In collecting this legal material the author uses
the method or way by classifying, categorizing and inventory of legal materials used
in analyzing and solving problems.

The results of the study obtained that: First, the process of dismissal of
secretary of Jember Regency DPRD is a form of discretion decision by regent
because of unclear of regulation, that is because there are some rules governing
transfer of official namely Article 204 paragraph (2) Law Number 23 Year 2014
about Local Government Jo Article 31 Paragraph (3) of Government Regulation
Number 18 Year 2016 About the Regional Device stating that the appointment and
dismissal of the Secretary of the Regional People's Legislative Assembly shall be
made by the Regent with the approval of the DPRD leadership. However, it is
different from the provisions of Law No. 5 of 2014 on State Civil Apparatus
explaining that a person who serves as the Secretary of the Regional House of
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Representatives for 5 stops by the end of his / her term of office. Secondly, the
dismissal of the secretary of Jember DPRD by Jember Regent can be categorized as
a discretion, but the procedure is wrong without notice to the chairman of DPRD
Jember. Procedures for the appointment and dismissal of the secretariat of the
Regional People's Legislative Assembly are clearly stipulated in Law No. 23 of 2014
on Regional Government, Law No. 17 of 2014 on the special MD3 or lex spicialist
and Government Regulation No. 18 of 2016 on Regional Devices. It is clearly
stipulated that the appointment and dismissal of the secretary of the DPRD should
seek approval from the DPRD leadership. Intensive communication between the
executive and the legislature becomes an important factor in building Jember in the
future. Therefore, it is hoped that the communication ties should not be jammed, but
must be increased between the two sides for the better future of Jember.

Based on the results of this study the authors provide suggestions, among
others: The use of discretion from any public official, must be based on the spirit and
determination to always account for the policy attitude and action. Therefore, the use
of discretion must still pay attention to the provisions of applicable legislation. In
order for the implementation of every discretion really in accordance with
expectations, both by the perpetrator (subject) discretion and object (object)
discretion should be mutually willing and able introspective. Willingness
introspection, in addition to retrospect, is expected to encourage the use of discretion
correctly, both and responsible. Thus, it is possible that the discretion will affect the
realization of good governance.
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat
terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat melalui  peningkatan  pelayanan,
pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas,
daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip
demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan
keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas
penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antarsusunan
pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah.
Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan,
pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya
dilaksanakan secara adil dan selaras. Perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan
dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi.' Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan

! Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika,
2006, him. 9
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kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban
menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan
pemerintahan negara.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan
pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dalam
undang-undang Pemerintahan Daerah. Daerah memiliki kewenangan membuat
kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan
pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan
bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk
menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan
kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan
berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan
jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. >

Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah
otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan
dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah
termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari
tujuan nasional. Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus
selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu

memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

2 Ali Faried, Demokratisasi dan Problema Otonomi Daerah, Jakarta, Bumi Aksara, 2005,
him.27
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Kepentingan dan aspirasi masyarakat tersebut harus dapat ditangkap oleh Pemerintah
Daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut DPRD)
sebagai representasi perwakilan rakyat dalam struktur kelembagan pemerintahan
daerah yang menjalankan fungsi pemerintahan, yang bertujuan sebagaimana yang
disebutkan di atas. Pemerintah daerah menjalankan fungsi pemerintahan dan DPRD
menjalankan fungsi legislasi, fungsi penganggaran (budgeting) dan fungsi
pengawasan.

Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD seyogyanya merupakan
hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang
setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki
kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Hal ini dapat
dicerminkan dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah. Hubungan
kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama
mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah
sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antar kedua lembaga itu membangun
suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung (sinergi) bukan merupakan
lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi dan tugas masing-
masing.>

Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan daerah dalam memperjuangkan
hak-hak rakyat merupakan tanggung jawab bersama antara lembaga legislatif
daerah (DPRD) maupun eksekutif daerah (Pemerintah Daerah). Eksekutif

melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan Pemerintahan dan

% Akmal Boedianto, Hukum Pemerintahan Daerah, Pembentukan Peraturan Daerah
APBD Partisipasif, Surabaya, CV Putra Media Nusantara, 2010, him.36
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Pembangunan, disisi lain tugas-tugas tersebut akan diawasi pelaksanaannya oleh
lembaga legislatif sebagaimana amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah. Seharusnya anggota DPRD yang dipilih melalui
suatu mekanisme rekrutment politik yaitu pemilu dapat melaksanakan fungsinya
dalam hal pengawasan yang lebih memfokuskan pada pemenuhan berbagai
aspirasi rakyat. Namun dalam melaksanakan fungsi pengawasan tersebut DPRD
diharapkan pada berbagai kepentingan sehingga terkadang fungsi pengawasan
yang sebenarnya terabaikan. hal ini dapat menggambarkan lemahnya komitmen
politik DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat.

Peranan DPRD jika dikaitkan dengan fungsi pengawasan sebenarnya
merupakan lembaga yang dapat menjamin tegaknya pemerintahan yang
demokratis. Melalui lembaga ini kepentingan dan aspirasi rakyat ditampung
kemudian dituangkan dalam berbagai kebijakan publik sesuai dengan aspirasi
rakyat. Lembaga ini juga memiliki peran mengawasi jalannya pemerintah daerah
dengan membuat produk-produk hukum dan peraturan yang secara teoritis harus
ditaati oleh pihak wilayah tersebut tidak terkecuali pemerintah daerah. Kabupaten
Jember telah melaksanakan pemilihan kepala daerah pada tanggal 9 Desember
2015 yang lalu dan telah berhasil memilih Faida, sebagai kepala daerah dan Mugit
Arief sebagai wakil kepala daerah untuk memimpin Kabupaten Jember untuk
periode tahun 2015-2020.

Terkait fungsi pengawasan oleh anggota DPRD kepada Kepala Daerah
beberapa waktu yang lalu terjadi permasalahan menyangkut hubungan Bupati dan
DPRD Jember. DPRD Kabupaten Jember dalam hal ini mengajukan hak

interpelasi kepada Bupati Faida. Interpelasi adalah salah satu hak DPRD yang
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dijamin secara konstitusional. DPRD Jember menggunakannya untuk
mempertanyakan keputusan Bupati Faida mencopot Sekretaris Dewan Farouq,
tanpa berkomunikasi terlebih dahulu dengan pimpinan DPRD, sebagaimana diatur
dalam ketentuan Pasal 205 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 harus rasional, proporsional, efektif, dan
efisien. Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi
pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu kepala Daerah
(strategic apex), sekretaris Daerah (middle line), dinas Daerah (operating core),
badan/fungsi penunjang (technostructure), dan staf pendukung (supporting staff).
Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (operating core) yang
melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam
melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan
yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan.*

Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (technostructure) yang
melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam
melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran
pelaksanaan fungsi inti (operating core). Dalam rangka mewujudkan
pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi,
pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini
didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang

kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi

* Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
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kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf,
unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat
Daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang
diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah. Unsur pelaksana fungsi
penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam badan Daerah. Unsur
penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam inspektorat. Di samping
itu, pada Daerah kabupaten/kota dibentuk kecamatan sebagai Perangkat Daerah
yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan
dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi. Kepala dinas,
kepala badan, sekretaris DPRD, kepala inspektorat dan camat atau nama lain di
kabupaten/kota bertanggung jawab kepada kepala Daerah melalui sekretaris
Daerah.

Fungsi sekretaris Daerah dalam pertanggungjawaban tersebut hanyalah
fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas
pertanggungjawaban yang disampaikan oleh kepala dinas, kepala badan,
sekretaris DPRD, inspektur, kepala satuan polisi pamong praja dan camat atau
nama lain kepada kepala Daerah. Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah,
yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri
atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan
Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan

pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan
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dan Berdasarkan pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimuat dalam matriks
pembagian Urusan Pemerintahan konkuren, Perangkat Daerah mengelola unsur
manajemen yang meliputi sarana dan prasarana, personil, metode kerja dan
penyelenggaraan ~ fungsi  manajemen  yang  meliputi  perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian, penganggaran, pengawasan,
penelitian dan pengembangan, standardisasi, dan pengelolaan informasi sesuali
dengan substansi urusan pemerintahannya.

Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah,
jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai
dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat
yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah. Peraturan
Pemerintah ini menetapkan Perangkat Daerah dalam 3 (tiga) tipe, yaitu sekretariat
Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe A; sekretariat Daerah, sekretariat
DPRD dan inspektorat tipe B; dan sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan
inspektorat tipe C; dinas tipe A, dinas tipe B, dan dinas tipe C; badan tipe A,
badan tipe B, dan badan tipe C; serta kecamatan dalam 2 (dua) tipe, yaitu
kecamatan tipe A dan kecamatan tipe B. Penetapan tipe Perangkat Daerah
didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban
kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis. Variabel umum, meliputi
jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah
dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dan variabel teknis yang
merupakan beban utama dengan bobot sebesar 80% (delapan puluh persen). Pada

tiap-tiap variabel, baik variabel umum maupun variabel teknis ditetapkan 5 (lima)
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kelas interval, dengan skala nilai dari 200 (dua ratus) sampai dengan 1.000
(seribu).®

Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan
wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar kebutuhan dasar masyarakat
dapat terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, Perangkat Daerah yang
melaksanakan Urusan Pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar
diwadahi dalam bentuk dinas utama minimal tipe C. Pembinaan dan pengendalian
Perangkat Daerah dalam Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan dalam rangka
penerapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi antar Daerah dan
antar sektor, sehingga masing-masing Pemerintah Daerah taat asas dan taat norma
dalam penataan kelembagaan Perangkat Daerah. Menteri atau gubernur selaku
wakil Pemerintan Pusat dapat membatalkan Perda tentang pembentukan
Perangkat Daerah yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam
Peraturan Pemerintah ini.

Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengendalian penataan Perangkat
Daerah, Pemerintah Pusat melakukan fasilitasi melalui asistensi, pemberian
arahan, pedoman, bimbingan, supervisi, pelatihan, dan kerja sama, sehingga
sinkronisasi dan simplifikasi dapat tercapai secara optimal dalam kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah ini memberikan arah dan
pedoman yang jelas kepada Daerah dalam menata Perangkat Daerah secara
efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan
Daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan

simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah.

> Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
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Bupati Kabupaten Jember Faida menyatakan bahwa, ada ketidak jelasan
peraturan perundang-undangan terkait pemberhentian dan pengangkatan sekretaris
DPRD Jember. Ini menjadi alasan pengambilan diskresi. Hal ini disampaikan
tertulis Bupati Faida melalui Asisten II1 Pemerintah Kabupaten Jember Joko
Santoso, dalam sidang paripurna interpelasi di gedung DPRD Jember, DPRD
Jember mengajukan hak untuk bertanya (interpelasi) menyusul pemberhentian
Farouq dari jabatan Sekretaris Dewan (sekwan) tanpa pembicaraan dengan
pimpinan parlemen, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.°

Ada fakta bahwa peraturan perundang-undangan seputar jabatan pimpinan
tinggi pada perangkat daerah, utamanya di Sekretariat DPRD, pengaturannya
tidak saling mendukung, menimbulkan beberapa penafsiran. Hal ini, lanjut Faida,
menyulitkan implementasi peraturan. Beberapa ketentuan peraturan Undang-
Undang yang tidak saling mendukung itu adalah Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 205, Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 113, Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2004 Pasal 117, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Pasal 31 ayat
3 dan Pasal 124 ayat 4.

Berdasarkan Pasal 205 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, pengangkatan dan pemberhentian sekretaris DPRD oleh
bupati harus melalui persetujuan DPRD. Namun berdasarkan Pasal 117 ayat 1

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara, jabatan

®http://m.beritajatim.com/politik_pemerintahandaerah/287608/soalsekwan_bupati_jember
_ beberkan_kebijakannya.html
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sekretaris DPRD harus berhenti dengan sendirinya apabila yang bersangkutan
telah menduduki jabatannya selama lima tahun. Menurut Faida, Farouq telah
menduduki jabatan itu sejak 3 Januari 2012, maka akibat hukumnya per tanggal 3
Januari 2017, yang bersangkutan telah berhenti dengan sendirinya sebagai
sekretaris DPRD tanpa persetujuan DPRD.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara
tidak memberikan tempat bagi adanya persetujuan pimpinan DPRD dalam proses
perpanjangan atau penggantian sekretaris DPRD. Undang-Undang Pemerintahan
Daerah tidak memuat norma yang mengatur dan memberikan arahan tentang
mekanisme pengajuan calon sekretaris DPRD, termasuk tidak memberikan arahan
proses pemberian persetujuan dan jangka waktu maksimal proses pemberian
persetujuan. Bahkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah yang seharusnya menjabarkan lebih teknis Undang-Undang
Pemerintahan Daerah ternyata juga tidak mengatur mengenai mekanisme, proses
maupun jangka waktu dimaksud. Hal ini tentu menimbulkan kesulitan dalam
implementasinya.

Mengingat ketidakjelasan itu, Bupati Faida mengambil diskresi untuk
sementara mengangkat pejabat sebagai pelaksana tugas sekretaris DPRD. Faida
juga menyebutkan, dengan dicabutnya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember, maka susunan
perangkat daerah harus menyesuaikan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun
2016, yang mulai efektif berlaku 2 Januari 2017. Konsekuensi yuridis
penyesuaian ini adalah bahwa semua perangkat daerah termasuk sekretaris DPRD

Farouq harus demisioner terlebih dulu. Hal ini dikarenakan perangkat daerah
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tersebut masih dibentuk berdasarkan perda yang telah dicabut. Diskresi sendiri

dasar hukumnya adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan. Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik

untuk menuangkan dan mengkaji masalah pemberhentian sekretaris DPRD oleh

Pemerintah Daerah dalam bentuk penulisan tesis hukum dengan judul : “Diskresi

Pemberhentian Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Jember”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, maka
penulis mencoba mengidentifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah proses pemberhentian sekretaris DPRD Kabupaten Jember merupakan
suatu bentuk keputusan diskresi bupati ?

2. Bagaimanakah keabsahan mekanisme pemberhentian sekretaris DPRD
Kabupaten Jember dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Menurut Bruggink, tujuan penelitian adalah hal penentuan tujuan

(doelstelling) atau kepentingan pengetahuan (kennisbelang).” Pada dasarnya

tujuan penulisan tesis ini merupakan tujuan yang berkaitan dengan obyek studi.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan tesis hukum sebagaimana

dirumuskan dalam rumusan masalah sebagaimana telah disebutkan, meliputi 2

(dua) hal, antara lain :

" J.J.H Bruggink, Alih Bahasa Arief Sidharta, Refleksi tentang Hukum, Bandung, Citra
Aditya Bakti, 1996, him.216
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1. Untuk mengkaji dan menganalisis proses pemberhentian sekretaris DPRD
Kabupaten Jember sebagai bentuk keputusan diskresi.

2. Untuk mengkaji dan menganalisis keabsahan mekanisme pemberhentian
sekretaris DPRD Kabupaten Jember Akibat Berlakunya Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 yang dilakukan oleh Bupati.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dalam penulisan
tesis ini antara lain :

a. Untuk pengembangan teori hukum tata negara, khususnya masalah proses
pemberhentian sekretaris DPRD sebagai bentuk keputusan diskresi.

b. Untuk memberikan kritik dan masukan yang bersifat membangun dalam
rangka masalah mekanisme pemberhentian sekretaris DPRD oleh pemerintah
daerah.

c. Sebagai referensi dan upaya untuk menelaah mekanisme pemberhentian
sekretaris DPRD oleh pemerintah daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sedangkan manfaat praktis yang ingin diperoleh dari penelitian ini antara
lain sebagai berikut :

a. Sebagai bahan masukan bagi pihak terkait masalah proses pemberhentian
sekretaris DPRD oleh pemerintah daerah.

b. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan instansi yang terkait khususnya
bagi pihak pemerintah daerah dalam kaitannya dengan masalah mekanisme

pemberhentian sekretaris DPRD oleh pemerintah daerah.
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1.5 Originalitas Penelitian
Karya ilmiah adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya
dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan.

Beberapa rujukan dan referensi penelitian tesis hukum ini, adalah :

1. Pengujian Keputusan Diskresi Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, 2009
oleh Tri Cahya Indra Permana, S.H, pada Universitas Diponegoro, Semarang.
Dalam penelitian tersebut dibahas bahwa meskipun belum ada pengaturan
mengenai keputusan diskresi Pejabat Administrasi Pemerintahan, akan tetapi
keputusan diskresi telah banyak diterbitkan oleh Pejabat Administrasi
Pemerintahan yang telah banyak digugat oleh masyarakat di Pengadilan Tata
Usaha Negara. Tulisan ini menggambarkan bagaimana keputusan-keputusan
diskresi tersebut telah diterbitkan oleh Pejabat Administrasi Pemerintahan,
kemudian bagaimana Pengadilan Tata Usaha Negara menguji legalitas
keputusan diskresi yang digugat itu, serta secara futuristik/prospek hal-hal apa
saja yang seharusnya diatur didalam peraturan mengenai diskresi Pejabat
Administrasi Pemerintahan. Berdasarkan praktek pemerintahan, keputusan
diskresi yang diterbitkan pada pokoknya ada dua hal. Pertama, keputusan
diskresi terikat yaitu diskresi yang telah ditentukan alternatifnya oleh undang-
undang. Kedua, keputusan diskresi bebas yaitu diskresi yang tidak ditentukan
alternatifnya oleh Undang-Undang Dasar. Diterbitkannya keputusan diskresi
oleh Pejabat Administrasi Pemerintahan adalah adanya keadaan mendesak
yaitu suatu keadaan yang muncul secara tiba-tiba menyangkut kepentingan
umum yang harus diselesaikan dengan cepat, dimana peraturan perundang-

undangan belum mengaturnya atau hanya mengatur secara umum.
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2. Efektivitas Penggunaan Diskresi dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan
Yang Baik, pada penulisan tesis Universitas Sumatera Utara Medan Tahun
2015 oleh Janpatar Sinamora. Dalam penelitian tersebut dibahas bahwa
Penggunaan diskresi dari pejabat publik yang mana pun, tentunya harus
dilandasi oleh semangat dan tekad untuk senantiasa mempertanggungjawab-
kan kebijakan sikap dan tindakannya. Siapa pun yang menggunakan diskresi
secara keliru, berarti tidak melandasi diskresi dengan pertanggungjawaban
pribadi, korps, serta profesinya. Selain pertanggung jawaban, kaidah hukum,
nilai-nilai standar di tengah masyarakat, hak asasi manusia dan lain-lain,
penggunaan diskresi pun harus diberi landasan pendahuluan kepentingan
publik. Prioritas kepentingan publik, biasanya lebih mudah dibicarakan,
daripada dilaksanakan, hal ini disebabkan karena orang-orang yang
menggunakan diskresi, terbiasa terlena oleh kewenangan ekstra dimaksud,
sehingga membentuk kesadaran mendasar, bahwa dengan sendirinya
(otomatis) penerapan diskresi selalu berujung pengutamaan kepentingan
publik, dalam rincian ketertiban umum, pelayanan prima, keamanan
masyarakat, dan lain-lain sejenis. Namun bila diskresi dijalankan sesuai
dengan ketentuan dan pra syarat yang ada, maka sangat diyakini bahwa
persoalan ketertiban umum, keamanan masyarakat, pelayanan prima kepada
konsumen, atau lain-lain sejenis akan dapat teratasi dengan baik.

Berdasarkan 2 (dua) rujukan tulisan tersebut di atas, dalam hal ini
perbedaan tesis penulis dengan keduanya terletak pada prinsip keadilan dan
kepastian hukum yang lebih penulis kemukakan dalam penyusunan tesis ini

sehingga dapat menemukan teori hukum baru.
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1.6 Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus
dipergunakan metode penelitian yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman
dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil
penelitian. Metode merupakan cara kerja untuk menemukan, memperoleh atau
menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit, sehingga
penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan tesis ini dapat digunakan
untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan—bahan hukum yang diperoleh
untuk mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk
menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode yang tepat diharapkan dapat
memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha mencapai pengkajian.
1.6.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah
Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan
dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-
norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan
mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-
Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian
dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.?
1.6.2 Pendekatan Masalah

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan

yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek

® Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group,
2014, him.194
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mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan. Dalam penyusunan tesis

ini, penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), dilakukan dengan
menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu
hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu
argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi® Pendekatan undang-undang
dalam hal ini menggunakan beberapa ketentuan perundang-undangan
diantaranya : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara ;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ; Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

2. Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach), vyaitu suatu metode
pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum.
yang dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun
doktrin-doktrin hukum.®® Pendekatan konseptual dalam hal ini dengagn
menggunakan beberapa konsep tentang pemerintah daerah, dewan perwakilan
rakyat daerah, pengertian, tujuan dan lingkup diskresi serta beberapa konsep
teori tentang desentralisasi, kewenangan dan kepastian hukum.

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan

untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi

°  Ibid, hIm.93
1 hid, him.138


http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5462bc42d6073/nprt/5/uu-no-30-tahun-2014-administrasi-pemerintahan
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mengenai apa yang seharusnya. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam
penulisan tesis ini adalah bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder,
sebagaimana diuraikan di bawah ini :
1.6.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya
mempunyai otoritas. Bahan—bahan hukum primer terdiri dari perundang-
undangan, catatan—catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang
undangan dan putusan—putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan
dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
1.6.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang
berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan
hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif."* Adapun yang
termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan
penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan
para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan

putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori Yyang

1 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 2006, him.165
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memuat opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin atau terbitan lain yang
memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi,
dan situs-situs internet.
1.6.3.3 Bahan Non Hukum

Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber
bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non
hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik
penulisan tesis.*?
1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah
terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu
metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum
diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat bahan hukum atau
menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat bahan hukum dengan
seperangkat bahan hukum yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan
bahan hukum vyang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana Yyang
mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu
penelitian hukum, yaitu :

a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak
relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang
mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;

c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-
bahan yang telah dikumpulkan

12 peter Mahmud Marzuki, Op.Cit, hlm. 164
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d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu
hukum

e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah
dibangun di dalam kesimpulan.™

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu
yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat
preskripsi, mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan
hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Ilmu hukum sebagai
ilmu terapan, menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu
dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut
dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang

untuk kajian akademis.

3 peter Mahmud Marzuki, Op.Cit, him.171
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TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pemerintah Daerah
2.1.1 Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintahan Daerah dikembangkan berdasarkan azas otonomi
(desentralisasi) dan tugas perbantuan. Azas dekonsentrasi hanya diterapkan di
daerah-daerah provinsi dan kabupaten/kota yang belum siap atau belum
sepenuhnya melaksanakan prinsip otonomi sebagaimana ditentukan dalam
Undang Undang Dasar. Karena itu, hubungan yang diidealkan antara pemerintah
pusat dengan daerah provinsi, dan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah
daerah kabupaten/kota adalah hubungan yang tidak bersifat hirarkis. Namun
demikian, fungsi koordinasi dalam rangka pembinaan otonomi daerah dan
penyelesaian permasalahan antar daerah, tetap dilakukan oleh pemerintah pusat
dan pemerintah provinsi sebagaimana mestinya.

Pada prinsipnya, kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan

mendesentralisasikan kewenangan-kewenagan yang selama ini

tersentralisasi di tangan pemerintah pusat. Dalam proses

desentralisasi itu, kekuasaan pemerintah pusat dialihkan dari

tingkat pusat ke pemerintah daerah sebagaimana mestinya sehingga

terwujud pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah kabupaten dan

kota di seluruh Indonesia. Jika dalam kondisi semula arus

kekuasaan pemerintahan bergerak dari daerah ke tingkat pusat,

maka diidealkan bahwa sejak diterapkannya kebijakan otonomi

daerah itu, arus dinamika kekuasaan yang pergerakannya bergerak
sebaliknya, yaitu dari pusat ke daerah.**

4 Jimly Assiddigie. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta. Konstitusi
Press. 2005. him.278

20
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Dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ; kata pemerintahan, pemerintah, pemerintah daerah,
pemerintahan daerah jelas dibedakan artinya satu sama lain. Dirumuskan bahwa
pemerintah adalah pemerintah pusat yaitu Presiden Republik Indonesia yang
memegang kekuasaan pemerintahan negara menurut Undang Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan kata pemerintah daerah
adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah. Sementara itu, kata pemerintahan daerah
dikaitkan dengan pengertian penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian, kata pemerintahan dalam arti penyelenggaraan

pemerintahan dibedakan dari kata pemerintah yang merupakan

subjek  penyelenggaranya.  Pemerintahan  daerah  adalah
penyelenggaraan  pemerintahan, pemerintah daerah adalah
gubernur, bupati atau walikota beserta perangkat daerah. Dalam

Undang-Undang Dasar Tahun 1945, gubernur, bupati, dan walikota

tepatnya masing-masing disebut sebagai Kepala Pemerintah Daerah

Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Dalam Undang Undang Dasar

1945, pembedaan kedua istilah pemerintah dan pemerintahan itu

juga tergambar pada judul Bab III, “kekuasaan pemerintahan

negara” dan Bab VI “Pemerintah Daerah”. Demikian pula dalam

Pasal 18 ayat (2), (3), (5) dan ayat (6) perumusannya dimulai

dengan “pemerintahan daerah” sebagai subjek kalimat.'®

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

% Jimly Assiddigie, Pokok Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Jakarta, PT.
Bhuana limu Populer, 2007, him.411
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dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Pemerintah daerah adalah gubernur,
bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
merupakan badan legislatif daerah, sedangkan pemerintah daerah merupakan
badan eksekutif daerah. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau
Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah. Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.
Pemisahan dua unsur pemerintahan daerah tersebut di atas, yaitu
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pemerintah daerah,
dengan maksud untuk menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) sebagai komponen penting dan sentral dalam
menjalankan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Pemikiran
demikian merupakan salah satu usaha untuk memberikan
perwujudan prinsip kedaulatan rakyat di tingkat daerah, yang
tercermin dengan adanya keikutsertaan rakyat lewat lembaga
perwakilan di daerah yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) dalam menentukan kebijakan pemerintahan dan
pembangunan di daerah yang bersangkutan. *°
Penyelenggara pemerintahan adalah presiden dibantu satu orang wakil

presiden serta menteri-menteri dalam kabinet pemerintahan dan penyelenggara

pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Setiap daerah

16 Emil Salim, Otonomi Daerah dan Masalahnya, Jakarta Pustaka Sinar Harapan, 2006,
him.18
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dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah ; untuk
provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebut
walikota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, yang
masing-masing untuk provinsi disebut wakil gubernur, untuk kabupaten disebut
wakil bupati, dan untuk kota disebut wakil walikota.

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan diatas, maka pengertian dari
Pemerintahan Daerah pada dasarnya sama yaitu suatu proses kegiatan antara
pihak yang berwenang memberikan perintah dalam hal ini pemerintah dengan
yang menerima dan melaksanakan perintah tersebut dalam hal ini masyarakat.
Pemerintah daerah memperoleh pelimpahan wewenang pemerintahan umum dari
pusat, yang meliputi wewenang mengambil setiap tindakan untuk kepentingan
rakyat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.!” Urusan pemerintahan
umum yang dimaksud sebagian berangsur-angsur diserahkan kepada pemerintah
daerah sebagai urusan rumah tangga daerahnya, kecuali yang bersifat nasional
untuk menyangkut kepentingan umum yang lebih luas.

2.1.2 Kewenangan Pemerintah Daerah

Pembicaraan mengenai otonomi daerah tidak dapat lepas dari hubungan
penyelenggaraan pemerintahan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
dalam konteks bentuk negara kesatuan. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa : Negara
Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik. Selanjutnya dalam Pasal 18

ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

7 Agung Djojosoekarto, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Jakarta Ull Press,
2006, him.27
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menyatakan : Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah
propinsi, dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap
propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur
dengan undang-undang. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
pemerintahan daerah yang diselenggarakan berdasarkan kriteria eksternalitas,
akuntabilitas, dan efesiensi, terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan
pemerintahan wajib adalah suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan
pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan hak dasar,
kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar minimal, prasarana lingkungan dasar,
sedangkan urusan pemerintahan pilihan terkait erat dengan potensi unggulan dan
kekhasan daerah.

Dalam ketentuan Pasal 9 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa :

1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut,
urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan
Pemerintah Pusat.

3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah
Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.

4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi
dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden
sebagai kepala pemerintahan.

Selanjutnya, menurut ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa, Pembagian

urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta

Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 ayat (3)
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Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 didasarkan pada prinsip akuntabilitas,
efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Pasal 13 ayat (3)
dan ayat (4) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
menyebutkan, Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah :

a) Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah
kabupaten/kota

b) Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah
kabupaten/kota;

c) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya
lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau

d) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih
efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah :

a) Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam  Daerah
kabupaten/kota;

b) Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah
kabupaten/kota;

c) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya
hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau

d) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih
efisien apabila dilakukan oleh Daerah.

Pemerintah Daerah mempunyai beberapa tugas sebagaimana disebutkan
dalam Pasal 65 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 vyaitu :

a) Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;

b) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;

c) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan
rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas
bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;

d) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD,
rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD
untuk dibahas bersama;
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e) Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat
menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

f) Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan

g) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala
daerah berwenang :

a) Mengajukan rancangan Perda;

b) Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama

DPRD;

c) Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;

d) Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang

sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat

e) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang
melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) Dalam hal kepala daerah sedang menjalani masa tahanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau berhalangan sementara, wakil kepala
daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah. Apabila kepala daerah
sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara dan tidak ada wakil
kepala daerah, sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah.

Selain tugas tersebut, kepala daerah juga mempunyai kewajiban
sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 67 Undang Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa, Kewajiban kepala daerah dan
wakil kepala daerah meliputi :

a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara

Kesatuan Republik Indonesia;
b) Menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

c)
d)

€)
f)
9)

Mengembangkan kehidupan demokrasi;

Menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
Melaksanakan program strategis nasional; dan

Menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi vertikal di
Daerah dan semua Perangkat Daerah.

Sementara itu, wakil kepala daerah mempunyai beberapa tugas :

a)

b)

d)

e)
f)

9)

Membantu  kepala  daerah  dalam  menyelenggarakan
pemerintahan daerah;

Membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan
instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau
temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan
pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan
pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan
hidup;

Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan
kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi;

Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di
wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa bagi wakil kepala
daerah kabupaten/kota;

Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah
dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah;
Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang
diberikan oleh kepala daerah; dan

Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala
daerah berhalangan

2.2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

2.2.1 Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

27

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD adalah lembaga

perwakilan rakyat daerah yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah daerah

sebagai mitra sejajar Pemerintah Daerah. Dalam Struktur pemerintahan daerah,

DPRD berada di dua jenjang, yaitu di tingkat provinsi disebut DPRD Provinsi

serta di tingkat Kabupaten/kota disebut DPRD Kabupaten/Kota. Pemisahan dua

unsur pemerintahan daerah, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan

Pemerintah Daerah, dengan maksud untuk menempatkan Dewan Perwakilan
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Rakyat Daerah (DPRD) sebagai komponen penting dan sentral dalam
menjalankan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Pemikiran demikian
merupakan usaha perwujudan prinsip kedaulatan rakyat di tingkat daerah, yang
tercermin dengan adanya keikutsertaan rakyat lewat lembaga perwakilan di daerah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menentukan kebijakan
pemerintahan dan pembangunan di daerah yang bersangkutan. Agung
Djojosoekarto menyatakan bahwa :

Perwujudan prinsip kedaulatan rakyat di daerah dimanifestasikan
lebih lanjut lewat pemberian peran yang relatif lebih besar kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menjalankan
fungsinya, yaitu fungsi pembuatan peraturan perundang-undangan
(legislation function), fungsi perwakilan (representation function),
dan fungsi pengawasan (controlling function), fungsi anggaran
(budgeting function), dan fungsi seleksi pejabat publik (selection
function). *®

2.2.2 Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana
diatur dalam Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, DPRD
mempunyai tugas dan wewenang untuk :

a) Membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk
mendapat persetujuan bersama;

b) Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD
bersama dengan kepala daerah;

c) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan
peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah,
APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program
pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah;

d) Mengusulkan  pengangkatan dan  pemberhentian  kepala
daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri
Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan kepada Menteri Dalam
Negeri melalui Gubernur bagi DPRD kabupaten/kota;

e) Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan

8 Agung Djojosoekarto, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Jakarta Ull Press, 2006,
him.415
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f)
9)
h)

i)
)

K)

wakil kepala daerah;

Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah
daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama
internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;

Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;

Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah;

Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam
penyelenggaraan pemilihan kepala daerah;

Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah
dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

29

Untuk menjalankan tugas dan wewenang tersebut di atas, kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), diberikan sejumlah hak yaitu hak bertanya,

hak meminta pertanggungjawaban Gubernur, Bupati, dan Walikota, hak meminta

keterangan kepada Pemerintah Daerah (hak interpelasi), hak mengadakan

penyelidikan (hak angket) dan hak mengajukan pernyataan pendapat,

sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang Undang

Nomor 23 Tahun 2014. Hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain adalah :

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)

Dalam Pasal

Mengajukan rancangan Peraturan Daerah;
Mengajukan pertanyaan;

Menyampaikan usul dan pendapat;
Memilih dan dipilih;

Membela diri;

Imunitas;

Protokoler; dan

Keuangan dan administratif.

45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah disebutkan tentang kewajiban anggota DPRD, antara lain :

a) Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menaati segala
peraturan perundang-undangan;
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b)

d)
e)

f)

9)

h)

Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah;

Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi
masyarakat;

Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi,
kelompok, dan golongan.

Memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan Kinerjanya selaku
anggota DPRD sebagai wujud tanggung jawab moral dan politis
terhadap daerah pemilihannya.

Menaati Peraturan Tata Tertib, Kode Etik, dan sumpah/janji anggota
DPRD;

Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga
yang terkait

30

Disebutkan dalam ketentuan Pasal 343 Undang-Undang Nomor 27 Tahun

2009 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah bahwa DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan

pengawasan. Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud dijalankan dalam kerangka

representasi rakyat di Kabupaten/Kota. Fungsi-fungsi tersebut terwujud dalam

bentuk :

1) Fungsi legislasi diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah

bersama Kepala Daerah

2) Fungsi anggaran diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan

APBD bersama Pemerintah Daerah

3) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap

pelaksanaan Undang-undang, peraturan daerah, Keputusan Kepala
Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

2.3 Konsep Pengertian, Tujuan dan Lingkup Diskresi

2.3.1 Pengertian Diskresi

Diskresi merupakan keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau

dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang
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dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-
undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak
jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan (Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2014). Penggunaan diskresi harus oleh pejabat yang berwenang
dan sesuai dengan tujuannya. Pejabat pemerintahan yang dimaksud yaitu unsur
yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun
penyelenggara negara lainnya.*

Istilah diskresi dapat kita temukan dalam Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Kehadiran Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2014 yang terdiri atas 89 pasal ini dimaksudkan untuk
menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, menciptakan
kepastian hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin
akuntabilitas badan dan/atau pejabat pemerintahan, memberikan perlindungan
hukum kepada warga masyarakat dan aparatur pemerintahan, melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan azas-azas umum
pemerintahan yang baik (AUPB), dan memberikan pelayanan yang sebaik-
baiknya kepada warga masyarakat.

Disekresi hanya dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun
penyelenggara negara lainnya. Menggunakan diskresi sesuai dengan tujuannya
merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh pejabat pemerintahan dalam

mengambil keputusan dan/atau tindakan. Demikian yang diatur dalam Pasal 6 ayat

% Tri Cahya Indra Permana : Jurnal Hukum : Ruang Lingkup dan Tujuan Diskresi, diakses
pada tanggal 16 Februari 2017
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(2) huruf e jo ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Yang dimaksud
dengan pejabat pemerintahan di sini mengacu pada definisi pejabat pemerintahan
yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2014 yaitu : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang
melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun
penyelenggara negara lainnya.
2.3.2 Hakikat dan Tujuan Diskresi

Diskresi sebagai wewenang pemerintahan merupakan wewenang aparatur
pemerintahan sekaligus sebagai lawan dari wewenang terikat (gebonden
bevoegdheid). Sifat dan karakter hukum tindakan pemerintah ini mengharuskan
kekuasaan pemerintah tidaklah sekedar melaksanakan undang-undang (asas
wetmatigheid van bestuur), tetapi harus lebih mengedepankan “doelstelling”
(penetapan tujuan) dan beleid (kebijakan). Tindakan pemerintah yang
mengedepankan “doelstelling” dan “beleid” merupakan kekuasaan yang aktif.
Sifat aktif ini menurut Philipus M. Hadjon, discretionary power dan Asas-Asas
Umum Pemerintahan Yang Baik, dalam konsep hukum administrasi secara
intrinsik merupakan unsur-unsur utama dari “sturen” (besturen). Dalam konsep
bestuur (besturen), kekuasaan pemerintahan dalam pelaksanaan wewenang
pemerintahan tidak semata-mata wewenang terikat sebagaimana tertuang dalam
aturan hukum, tetapi juga merupakan suatu wewenang bebas atau diskresi.?

Dalam Black Law Dictionary, istilah “discretion” berarti “a public

official’s power or right to act in certain circumstances according to personal

20 Pphilipus M.Hadjon, Pengantar Hukum Admistrasi Indonesia, Gadjah Mada
UniversityPress, Yogyakarta, 2008, him.45
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judgment and conscience”* Penekanan pada pengertian diskresi sebagai

kekuasaan pejabat publik untuk bertindak menurut keputusan dan hati nurani
sendiri. Diskresi adalah wewenang untuk bertindak atau tidak bertindak atas dasar
penilaiannya sendiri dalam menjalankan kewajiban hukum.

Seperti yang dijelaskan di atas, pejabat pemerintahan yang melakukan
diskresi di sini adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di
lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya. Contoh sederhana
dari diskresi yang jelas dan dapat dilihat di kehidupan sehari-hari adalah seorang
polisi lalu lintas yang mengatur lalu lintas di suatu perempatan jalan, yang mana
hal ini sebenarnya sudah diatur oleh lampu pengatur lalu lintas (traffic light).
Menurut Undang Undang Lalu Lintas, polisi dapat menahan kendaraan dari satu
ruas jalan meskipun lampu hijau atau mempersilakan jalan kendaraan meskipun
lampu merah. Demikian contoh yang disebut dalam laman resmi.

Pejabat yang diberikan diskresi yang disebut dalam Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2014 (saat itu masih berupa rancangan) adalah mulai dari
Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota hingga Kepala Desa. Sebagai
contoh lain, seperti yang disebut di atas pula, diskresi juga dapat dilakukan oleh
penyelenggara negara. Penyelenggara Negara menurut Pasal 1 angka 1 Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme adalah pejabat negara yang
menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang
fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu

2 Black Law Dictionary : http://thelawdictionary.org/ diakses 9 Maret 2017
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penyelenggara yang dimaksud di sini adalah hakim. Bagi seorang hakim pidana,
diskresi itu mengandung arti upaya hakim memutus suatu perkara pidana untuk
lebih mengedepankan keadilan substantif. Hakim bebas membuat pertimbangan
dan putusan, termasuk menyimpangi asas legalitas, untuk tujuan mencapai
keadilan substantif.

2.4 Teori-Teori Yang Dipergunakan

2.4.1 Teori Desentralisasi

Selama beberapa dekade terakhir terdapat minat yang terus meningkat
terhadap desentralisasi di berbagai pemerintahan dunia ketiga. Banyak negara
telah melakukan perubahan struktur organisasi pemerintahan ke arah
desentralisasi. Menurut Conyers, minat terhadap desentralisasi ini juga senada
dengan kepentingan yang semakin besar dari berbagai badan pembangunan
internasional. Mengenai desentralisasi, Soenobo Wirjosoegito memberikan
definisi sebagai berikut : %

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang oleh badan-badan

umum yang lebih tinggi kepada badan-badan umum yang lebih

rendah untuk secara mandiri dan berdasarkan pertimbangan
kepentingannya sendiri mengambil keputusan pengaturan dan
pemerintahan, serta struktur wewenang yang terjadi dari itu.

Selanjutnya DWP. Ruiter mengungkapkan bahwa menurut pendapat
umum desentralisasi terjadi dalam 2 (dua) bentuk, yaitu desentralisasi teritorial
dan fungsional, yang dijabarkan sebagai berikut :**

Desentralisasi teritorial adalah memberi kepada kelompok yang

mempunyai batas-batas teritorial suatu organisasi tersendiri, dengan
demikian memberi kemungkinan suatu kebijakan sendiri dalam

%2 Soenobo Wirjosoegito, Proses & Perencanaan Peraturan Perundangan, Ghalia
Indonesia, Jakarta, 2004, him.36

2% Khairul Muluk, Desentralisasi Teori, Cakupan dan Elemen, Insan Mulia Pressindo,
Malang, 2014, him.27
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sistem  keseluruhan pemerintahan. Sedangkan desentralisasi

fungsional adalah memberi kepada suatu kelompok yang terpisah

secara fungsional suatu organisasi sendiri, dengan demikian
memberi kemungkinan akan suatu kebijakan sendiri dalam rangka
sistem pemerintahan.

Berkaitan dengan desentralisasi terotorial dan fungsional, C.W. Van Der
Pot, berpendapat bahwa : %

Desentralisasi akan didapat apabila kewenangan mengatur dan

mengurus penyelenggaraan pemerintah tidak semata-mata dilakukan

oleh pemerintah pusat (central government), melainkan juga oleh

kesatuan-kesatuan pemerintah yang lebih rendah yang mandiri

(zelfanding), bersifat otonomi (teritorial dan fungsional).

Dengan demikian, sistem desentralisasi mengandung makna pengakuan
penentu kebijaksanaan pemerintah terhadap potensi dan kemampuan daerah
dengan melibatkan wakil-wakil rakyat di daerah dengan menyelenggarakan
pemerintahan dan pembangunan, dengan melatih diri menggunakan hak yang
seimbang dengan kewajiban masyarakat yang domkratis. Robert Reinow dalam
buku Introduction to Government, mengatakan bahwa ada 2 (dua) alasan pokok
dari kebijaksanaan membentuk pemerintahan di daerah. Pertama, membangun
kebiasaan agar rakyat memutuskan sendiri sebagian kepentingannya yang
berkaitan langsung dengan mereka. Kedua, memberi kesempatan kepada masing-
masing komunitas yang mempunyai tuntutan yang bermacam-macam untuk
membuat aturan-aturan dan programnya sendiri. Menurut Bagir Manan, dasar-

dasar hubungan antara pusat dan daerah dalam kerangka desentralisasi ada 4

(empat) macam, yaitu :*°

%% Ni’matul Huda, Otonomi Daerah; Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika,
Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, him.72

> Bagir Manan, Hubungan antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Sinar
Harapan, Jakarta, 1994, him.90
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a) Dasar-dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara.

b) Dasar pemeliharaan dan pengambangan prinsip-prinsip pemerintahan asli.
c) Dasar kebhinekaan.

d) Dasar negara hukum.

Dilihat dari segi pelaksanaan fungsi pemerintahan, David Oesborne dan

Ted Goeber berpendapat bahwa desentralisasi dan otonomi itu menunjukkan : %

a) Satuan-satuan desentralisasi (otonomi) lebih fleksibel dalam memenuhi
perubahan-perubahan yang terjadi dangan cepat;

b) Satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas dengan efektif dan
lebih efisien;

c) Satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif;

d) Satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang
lebih tinggi, komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif.

Sehubungan dengan otonomi, Muchsan berpendapat bahwa sendi-sendi
otonomi terdiri dari sharing of power (pembagian kekuasaan), distribution of
income (pembagian pendapatan) dan empowering (kemandirian administrasi
pemerintahan daerah). Hipotesanya, semakin kuat sendi-sendi tersebut, semakin
sehat pelaksanaan otonomi daerah, dan sebaliknya.?’

2.4.2 Teori Kewenangan

Kewenangan pemerintah berkaitan erat dengan persoalan asas legalitas,

asas yang tentunya mendunia. Hal ini disebabkan asas legalitas merupakan salah

satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan

%% Mahendra Putra Kurnia, dkk, Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif, Kreasi
Total Media, Yogyakarta, 2007, him.81
%" 1bid, hIm.82
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pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum, terutama negara dengan
sistem hukum kontinental.?® Senada dengan pendapat F. J. Stahl, bahwa salah satu
unsur pokok yang harus dimiliki negara hukum, yakni pemerintah berdasarkan
undang-undang (hukum). Ini sesuai dalam konsep Hukum Administrasi, asas
legalitas juga dikenal, dikatakan bahwa pejabat tata usaha negara dapat berbuat
hukum asalkan ada dasar wewenang yang bersumber dari undang-undang.?

Sebelum dibahas lebih lanjut mengenai kewenangan, ada baiknya
dipahami dahulu apa yang dimaksud dengan kewenangan beserta jenis-jenis dan
cara memperoleh kewenangan itu sendiri. Kewenangan atau wewenang adalah
suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Namun
sesungguhnya terdapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah apa
yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang
diberikan oleh Undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau
administratif. Karenanya, merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu
atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan
tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu
saja dari kewenangan. Wewenang (authority) adalah hak untuk memberi perintah,
dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi.

Wewenang merupakan syaraf yang berfungsi sebagai penggerak dari pada
kegiatan-kegiatan. Wewenang yang bersifat informal, untuk mendapatkan
kerjasama yang baik dengan bawahan. Disamping itu wewenang juga tergantung

pada kemampuan ilmu pengetahuan, pengalaman dan kepemimpinan. Wewenang

8 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, eds. kesatu, PT. RajaGrafindo Persada,
Jakarta, 2006, him.94

2 hitp://www.antikorupsi.org/mod.php?mod=publisher &op=viewarticle&cid=1288468
diakses pada tanggal 16 Februari 2017
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berfungsi  untuk  menjalankan  kegiatan-kegiatan yang ada dalam
organisasi.Wewenang dapat diartikan sebagai hak untuk memerintah orang lain
untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tujuan dapat tercapai.

Wewenang merupakan kemampuan untuk melakukan tindakan —tindakan
hukum tertentu. Mengenai wewenang tersebut H.D. Stout menyatakan bahwa :
wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi
pemerintahan yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang
berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh
subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.*®* Kewenangan memiliki
kedudukan panting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi.
Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini sehingga banyak para pakar
menyebutnya sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum
administrasi.

Wewenang adalah kekuasaan yang sah dan legal yang dimiliki seseorang
untuk memerintah orang lain, berbuat atau tidak berbuat atau tidak berbuat
sesuatu, kekuasaan merupakan dasar hukum yag sah dan legal untuk dapat
mengerjakan sesuatu pekerjaan. Wewenang adalah apa yang disebut sebagai
“kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh
undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau adminstratif.
Karenanya merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan
terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang

bulat.Sedangkan “wewenang” hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari

% H.D Stout dalam Ridwan H.R, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Raja Grafindo
Persada, 2006, him.101
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kewenangan. Wewenang juga diartikan sebagai hak yang dimiliki untuk
memgambil keputusan, sikap atau tindakan berdasarkan tanggung jawab yang
diberikan.** Unsur wewenang atau kewenangan antara lain : %
a. Pengaruh
Bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan
perilaku subyek hukum.
b. Dasar Hukum
Dasar hukum, bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar
hukumnya, dan
c. Konformitas Hukum

Mengandung makna adanya standar wewenang, yaitu standar umum

(semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang

tertentu)”.

Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan
dalam lapangan hukum publik. Namun sesungguhnya terdapat perbedaan diantara
keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan
yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang atau legislatif
dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Karenanya, merupakan kekuasaan
dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang
pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan
“wewenang” hanya mengenai suatu ‘“onderdeel” (bagian) tertentu saja dari
kewenangan. Kewenangan diperoleh oleh seseorang melalui 2 (dua) cara yaitu
dengan atribusi atau dengan pelimpahan wewenang.

Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam
tinjauan hukum tata Negara, atribusi ini ditunjukan dalam wewenang yang

dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan

kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Atribusi ini menunjuk

1 Op.Cit, Ridwan H.R, him.90
%2 philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada
University Press, Yogyakarta, 2005, him.36
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pada kewenangan asli atas dasar konstitusi (Undang Undang Dasar) atau
peraturan perundang-undangan.®* Kewenangan tersebut terus menerus dan dapat
dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap waktu diperlukan, sesuai dengan batas-
batas yang diberikan. Contoh : kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah
dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. **

Selain secara atribusi, wewenang juga dapat diperoleh melalui proses
pelimpahan yang disebut :

a) Delegasi

b) Mandat
Diantara jenis-jenis pelimpahan wewenang ini, perbedaan antara keduanya

adalah sebagai berikut :

a) Delegasi adalah pelimpahan tanggung-jawab dan wewenang kepada anak
buah atau rekan kerja.*® Delegasi memiliki dua unsur penting yaitu
Tanggung-jawab adalah kewajiban yang harus dilaksanakan dan
Wewenang sebagai kekuasaan untuk menunaikan kewajibannya. seseorang
yang menyerahkan tugas dan kewenangannya kepada seseorang lain dalam
batas kepemimpinannya, yang dipercayainya mampu merampungkan atau
menjaga tugas dan kewenangannya itu, secara hukum dan moral harus ikut
bertanggung-jawab atas segala kejadian yang dilakukan oleh orang (dan
pembantu-pembantunya) yang menerima delegasi itu, betapa kecil pun
akibat kejadian tersebut terhadap organisasi. Karena itu setiap unsur

pimpinan berkewajiban melakukan pengawasan pada bawahan

%% philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada
Universitzy Pers, Cetakan ke-10, 2008, him130

* Op.Cit, Ridwan HR, hl. 90

% bid. him.90m


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

41

langsungnya, dan bertanggung-jawab atas semua yang terjadi dalam
kepemimpinannya. Misalnya pimpinan terendah dalam organisasi adalah
bawahan dari pimpinan diatasnya, berurutan sampai ke pimpinan tertinggi,
dan diberikan kepercayaan oleh atasan langsungnya. Dengan demikian,
walaupun kesalahan atau kekeliruan atau pelanggaran terjadi dan
dilakukan dalam batas tugas dan tanggung-jawab pimpinan yang terendah
dalam organisasi, setiap pimpinan yang terlbat dalam pendelegasian tugas
itu, secara hukum dan moral harus bertanggung-jawab. Harus dicamkan,
bahwa pendelegasian berlaku dari atas sampai ke bawah, dan karena itu
semua yang terlbat dalam pendelegasian itu secara hukum dan moril harus
bertanggung-jawab
b) Mandat adalah perintah atau arahan yang diberikan oleh orang banyak
(rakyat, perkumpulan, dan sebagainya) kepada seseorang (beberapa orang)
untuk dilaksanakan sesuai dengan kehendak orang banyak itu.*®
Contohnya ketika kepala daerah memerintahkan  bawahannya
mengeluarkan uang daerah untuk suatu kepentingan, maka konsekuensi
tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat (kepala

daerah).

2.4.3 Teori Kepastian Hukum
Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”, artinya
adalah penyelenggaraan Negara disegala bidang harus didasarkan pada aturan

hukum yang adil dan pasti sehingga tidak didasarkan pada kepentingan ekonomi

%) Ibid, him.90
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semata. Selanjutnya dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesian Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama dihadapan hukum”, artinya pengakuan hukum, jaminan
hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang diberikan kepada setiap
warga Negara harus berdasarkan pada asas keadilan dan kesetaraan hukum.
Perlindungan hukum sebagaimana diuraikan oleh Barda Nawawi Arief

Terpenuhinya hak-hak dan kewajiban seseorang, baik itu kepada individu maupun
kelompok. Perlindungan hukum tersebut, menyangkut pula terhadap korban. Hal
tersebut merupakan bagian dari perlindungan kepada masyarakat sebagai
konsekwensi logis dari teori kontrak sosial (social contract argument) dan teori

solidaritas sosial (social solidarity argument).’

%" Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan
Kejahatan, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2011, him. 54
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BAB Il1

KERANGKA KONSEPTUAL

Dalam hal ini penyusunan tesis sebagai penelitian hukum adalah terhadap
masalah pemberhentian Farug dari jabatan Sekretaris DPRD adalah keputusan
diskresi atau pengecualian karena ketidakjelasan peraturan. Penjelasan Bupati
Faida ini menjawab penggunaan hak interpelasi yang diajukan DPRD Jember,
Senin siang. Keterangan bupati yang dibacakan PIt Asisten 111 Pemkab Jember,
Joko Santoso. Bupati Faida menilai peraturan perundang-undangan yang
mengatur tentang perangkat daerah, utamanya dalam hal pemberhentian dan
pengangkatan Sekretaris DPRD tidak jelas sehingga menimbulkan penafsiran
yang berbeda. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
pemerintahan daerah menjelaskan, pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris
DPRD dilakukan atas persetujuan pimpinan DPRD terlebih dahulu.

Namun dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (ASN) dijelaskan, jika seseorang sudah menjabat sebagai Sekretaris
DPRD selama 5 tahun seharusnya berhenti dengan sendirinya. Penggunaan
diskresi atau pengecualian bisa dilakukan jika tidak ada ketentuan yang
mengaturnya atau darurat. Sementara dalam hal pengangkatan dan pemberhentian
Sekretaris DPRD sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014
tentang MPR-DPR-DPD-DPRD yang bersifat khusus, dan Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah. Berdasarkan uraian tersebut,

penulis selanjutnya menguraikan dalam bentuk bagan sebagai berikut :

43
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—[ Pemerintahan Daerah ]7

A 4 \ 4

Kepala Daerah < , DPRD ]

[ Pemberhentian sekretaris DPRD Oleh Bupati }
\ 4
A\ 4 \ 4
Proses Pemberhentian Sekretaris Keabsahan Mekanisme
DPRD Kabupaten Jember Sebagai Pemberhentian Sekretaris DPRD
Bentuk Keputusan Diskresi Kabupaten Jember Menurut
Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016
A 4 A 4
Teori Kewenangan, Teori Keadilan dan
Teori Kepastian Hukum
A 4
[ Kesimpulan 1
A 4
[ Rekomendasi ]
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan uraian-uraian dalam kaitannya dengan pokok permasalahan
yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses pemberhentian sekretaris DPRD Kabupaten Jember merupakan suatu
bentuk keputusan diskresi oleh bupati karena ketidakjelasan peraturan, yaitu
karena ada beberapa aturan yang mengatur pemindahan pejabat yakni Pasal
204 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah jo Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
Tentang Perangkat Daerah yang menyebutkan bahwa pengangkatan dan
pemberhentian Sekretaris DPRD dilakukan Bupati atas persetujuan pimpinan
DPRD. Namun demikian, hal tersebut berbeda dengan ketentuan dalam

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang
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menjelaskan seseorang yang menjabat sebagai Sekretaris DPRD selama 5
tahun, maka dengan sendirinya berhenti karena telah habis masa jabatannya.
Pemberhentian sekretaris DPRD Jember oleh Bupati Jember dapat
dikategorikan sebagai diskresi, namun prosedurnya yang Kkeliru tanpa
pemberitahuan kepada ketua DPRD Jember. Prosedur pengangkatan dan
pemberhentian sekretaris DPRD sudah jelas diatur dalam Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 yang bersifat khusus atau lex spicialist
dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
Dalam ketentuan tersebut diatur dengan jelas, bahwa pengangkatan maupun
pemberhentian sekretaris DPRD harus meminta persetujuan pimpinan
DPRD. Komunikasi yang intensif antara eksekutif dan legislatif menjadi
faktor penting dalam membangun Jember kedepan. Karena itu, diharapkan
jalinan komunikasi jangan sampai macet, namun harus ditingkatkan di antara

kedua belah pihak demi masa depan Jember yang lebih baik

5.2 Saran-Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan

kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diberikan beberapa

saran sebagai berikut :

1.

Penggunaan diskresi dari pejabat publik yang mana pun, tentunya harus
dilandasi oleh semangat dan tekad untuk senantiasa mempertanggung-
jawabkan kebijakan sikap dan tindakannya. Oleh karenanya penggunaan
diskresi harus tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.
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2. Agar pelaksanaan setiap diskresi benar-benar sesuai dengan harapan, maka
baik oleh pelaku (subjek) diskresi maupun sasaran (objek) diskresi
seyogianya harus saling bersedia dan mampu mawas diri. Kesediaan
introspeksi, di samping retrospeksi, diharap dapat mendorong penggunaan
diskresi secara benar, baik dan bertanggungjawab. Sehingga dengan
demikian, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa diskresi akan berdampak

pada terwujudnya pemerintahan yang baik.
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG
PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah.

Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERANGKAT DAERAH

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

2. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

3. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

1/69


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.
17.

Daerah kabupaten/kota.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat
Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai
batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang
pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk
melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua
Daerah.

Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah
sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan
sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah
Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda
provinsi dan Perda kabupaten/kota.

Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan
bupati/wali kota.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.

Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

a.
b.

C.

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
efisiensi;

efektivitas;
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()

(8)

pembagian habis tugas;
rentang kendali;
tata kerja yang jelas; dan

fleksibilitas.

BAB Il
PEMBENTUKAN, JENIS, DAN KRITERIA TIPELOGI PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Pembentukan Perangkat Daerah

Pasal 3
Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda.

Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah mendapat persetujuan dari Menteri bagi
Perangkat Daerah provinsi dan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Perangkat Daerah
kabupaten/kota.

Persetujuan Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diberikan berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan jawaban menyetujui seluruhnya
atau menyetujui dengan perintah perbaikan Perda kepada gubernur atau bupati/wali kota paling lambat 15
(lima belas) Hari sejak diterimanya Perda.

Dalam hal Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyetujui seluruhnya atas Perda
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Daerah mengundangkan Perda dalam lembaran Daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila dalam waktu 15 (lima belas) Hari, Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak
memberikan jawaban, Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah mendapat
persetujuan.

Dalam hal Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyetujui dengan perintah perbaikan
Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perda tersebut harus disempurnakan oleh kepala Daerah
bersama DPRD sebelum diundangkan.

Dalam hal kepala Daerah mengundangkan Perda yang tidak mendapat persetujuan dari Menteri bagi
Perangkat Daerah provinsi dan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Perangkat Daerah
kabupaten/kota atau Perda tidak disempurnakan oleh kepala Daerah bersama DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (7), Menteri atau gubernur membatalkan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat

).

Pasal 4

Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah
ditetapkan dengan Perkada.
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Bagian Kedua

Jenis Perangkat Daerah

Pasal 5

Perangkat Daerah provinsi terdiri atas:
a sekretariat Daerabh;
b sekretariat DPRD;
C. inspektorat;
d dinas; dan
e badan.
Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
a. sekretariat Daerah;
b. sekretariat DPRD;

inspektorat;

c

d. dinas;
e badan; dan
f

kecamatan.

Bagian Ketiga

Kriteria Tipelogi Perangkat Daerah

Pasal 6

Kriteria tipelogi Perangkat Daerah untuk menentukan tipe Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan
urusan pemerintahan dengan variabel:

a. umum dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan
b. teknis dengan bobot 80% (delapan puluh persen).

Kriteria variabel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan karakteristik
Daerah yang terdiri atas indikator:

a. jumlah penduduk;
b. luas wilayah; dan
C. jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Kriteria variabel teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan beban tugas
utama pada setiap Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi dan Daerah
kabupaten/kota serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan.

Ketentuan mengenai perhitungan variabel umum dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2), dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Pemerintah ini.
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BAB Il
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Perangkat Daerah Provinsi

Paragraf 1

Sekretariat Daerah Provinsi

Pasal 7
(1) Sekretariat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan unsur staf.

(2)  Sekretariat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris Daerah dan
bertanggung jawab kepada gubernur.

(3) Sekretariat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu gubernur
dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah serta pelayanan administratif.

(4)  Sekretariat Daerah provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerabh;

b pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;

c pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;

d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan

e pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8
(1) Sekretariat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibedakan dalam 3 (tiga) tipe.
(2) Tipe sekretariat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. sekretariat Daerah provinsi tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi sekretariat Daerah provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dengan beban kerja yang besar;

b. sekretariat Daerah provinsi tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi sekretariat Daerah provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dengan beban kerja yang sedang; dan

c. sekretariat Daerah provinsi tipe C untuk mewadahi pelaksanaan fungsi sekretariat Daerah provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dengan beban kerja yang kecil.

Paragraf 2
Sekretariat DPRD Provinsi
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Pasal 9

(1) Sekretariat DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan unsur
pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD provinsi.

(2)  Sekretariat DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris DPRD provinsi
yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada pimpinan DPRD provinsi dan secara administratif bertanggung jawab kepada gubernur melalui
sekretaris Daerah provinsi.

(3) Sekretaris DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan
keputusan gubernur atas persetujuan pimpinan DPRD provinsi setelah berkonsultasi dengan pimpinan
fraksi.

(4)  Sekretariat DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan
administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD provinsi,
serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD provinsi dalam
melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

(5) Sekretariat DPRD provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD provinsi;

b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD provinsi;

c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD provinsi; dan

d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD provinsi.
Pasal 10

(1) Sekretariat DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibedakan dalam 3 (tiga) tipe.
(2) Tipe sekretariat DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. sekretariat DPRD provinsi tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi sekretariat DPRD provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dengan beban kerja yang besar;

b. sekretariat DPRD provinsi tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi sekretariat DPRD provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dengan beban kerja yang sedang; dan

c. sekretariat DPRD provinsi tipe C untuk mewadahi pelaksanaan fungsi sekretariat DPRD provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dengan beban kerja yang kecil.

Paragraf 3

Inspektorat Daerah Provinsi

Pasal 11

(1) Inspektorat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf ¢ merupakan unsur
pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerabh.

(2) Inspektorat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh inspektur.
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Inspektur Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya
bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris Daerah.

Inspektorat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu gubernur
dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Inspektorat Daerah provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi,
pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari gubernur;
penyusunan laporan hasil pengawasan;

pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah provinsi; dan

- o 2 o

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12
Inspektorat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibedakan dalam 3 (tiga) tipe.
Tipe inspektorat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. inspektorat Daerah provinsi tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi inspektorat Daerah provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dengan beban kerja yang besar;

b. inspektorat Daerah provinsi tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi inspektorat Daerah provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dengan beban kerja yang sedang; dan

C. inspektorat Daerah provinsi tipe C untuk mewadahi pelaksanaan fungsi inspektorat Daerah provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dengan beban kerja yang kecil.

Paragraf 4

Dinas Daerah Provinsi

Pasal 13

Dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d merupakan unsur
pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerabh.

Dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas Daerah provinsi
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris Daerah
provinsi.

Dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu gubernur
melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang
ditugaskan kepada Daerah provinsi.

Dinas Daerah provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
menyelenggarakan fungsi:
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a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya,;
b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14
(1) Dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dibedakan dalam 3 (tiga) tipe.
(2) Tipe dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. dinas Daerah provinsi tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dinas Daerah provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dengan beban kerja yang besar;

b. dinas Daerah provinsi tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dinas Daerah provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dengan beban kerja yang sedang; dan

c. dinas Daerah provinsi tipe C untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dinas Daerah provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dengan beban kerja yang kecil.

Pasal 15

(1) Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) terdiri dari Urusan Pemerintahan
Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

(2)  Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar; dan
b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

(3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a terdiri atas:

a. pendidikan;

b. kesehatan;

C. pekerjaan umum dan penataan ruang;

d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

e. ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan
f. sosial.

(4) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b terdiri atas:

a. tenaga kerja;

b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
pangan;
d. pertanahan;

e. lingkungan hidup;
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administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;

h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
i. perhubungan;

J- komunikasi dan informatika;

K. koperasi, usaha kecil, dan menengah;

l. penanaman modal;

m. kepemudaan dan olah raga;

n. statistik;

0. persandian;

p. kebudayaan;

g. perpustakaan; dan

=

kearsipan.

(5) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. kelautan dan perikanan;

b. pariwisata;

c. pertanian;

d. kehutanan;

e. energi dan sumber daya mineral;
f. perdagangan;

g. perindustrian; dan

h. transmigrasi.

(6) Masing-masing Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)
diwadahi dalam bentuk dinas Daerah provinsi.

(7)  Khusus untuk Urusan Pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilaksanakan oleh:

a. dinas Daerah provinsi yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
dan

b. dinas Daerah provinsi yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran.

Pasal 16

Dinas Daerah provinsi yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7) huruf a disebut satuan polisi pamong praja Daerah provinsi.

Pasal 17

(1) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat, Daerah
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membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu Daerah provinsi yang melekat pada dinas Daerah provinsi
yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal.

Besaran unit pelayanan terpadu satu pintu daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengikuti besaran dari Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Penanaman
Modal.

Pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada unit pelayanan terpadu satu
pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), pada bidang yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu dapat dibentuk tim
teknis sesuai kebutuhan.

Dalam hal berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal
memperoleh nilai kurang dari 401 (empat ratus satu), diwadahi dalam dinas penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu tipe C yang membawahi paling banyak 3 (tiga) bidang.

Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat
menerima tambahan Urusan Pemerintahan lainnya yang serumpun dengan hasil perhitungan nilai
variabel kurang dari 401(empat ratus satu).

Pembinaan unit pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Menteri.

Pasal 18

Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 suatu Urusan
Pemerintahan tidak memenuhi syarat untuk dibentuk dinas Daerah provinsi sendiri, Urusan Pemerintahan
tersebut digabung dengan dinas lain.

Dalam hal berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel teknis Urusan Pemerintahan memperoleh nilai O
(nol), Urusan Pemerintahan tersebut tidak diwadahi dalam unit organisasi Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penggabungan Urusan Pemerintahan dalam 1 (satu) dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) didasarkan pada perumpunan Urusan Pemerintahan dengan kriteria:

a. kedekatan karakteristik Urusan Pemerintahan; dan/atau

b. keterkaitan antar penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

Perumpunan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
a. pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, serta pariwisata;

b. kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan
keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pemberdayaan
masyarakat dan Desa;

C. ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan
ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;

d. penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, energi dan
sumber daya mineral, transmigrasi, dan tenaga kerja;

e. komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;

f. perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan,

perhubungan, lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, serta kelautan dan perikanan; dan
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)

g. perpustakaan dan kearsipan.

Penggabungan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3
(tiga) Urusan Pemerintahan.

Tipelogi dinas hasil penggabungan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dinaikkan 1 (satu) tingkat lebih tinggi atau mendapat tambahan 1 (satu) bidang apabila mendapatkan
tambahan bidang baru dari Urusan Pemerintahan yang digabungkan.

Nomenklatur dinas yang mendapatkan tambahan bidang Urusan Pemerintahan merupakan nomenklatur
dinas dari Urusan Pemerintahan yang berdiri sendiri sebelum penggabungan.

Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak terdapat
Urusan Pemerintahan dalam 1 (satu) rumpun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang memenuhi
kriteria untuk dibentuk dinas, Urusan Pemerintahan tersebut dapat digabung menjadi 1 (satu) dinas tipe C
sepanjang paling sedikit memperoleh 2 (dua) bidang.

Nomenklatur dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mencerminkan Urusan Pemerintahan yang
digabung.

Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak terdapat
Urusan Pemerintahan dalam 1 (satu) rumpun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang memenuhi
kriteria untuk dibentuk dinas atau bidang, fungsi tersebut dilaksanakan oleh sekretariat Daerah dengan
menambah 1 (satu) subbagian pada unit kerja yang mengoordinasikan Urusan Pemerintahan yang terkait
dengan fungsi tersebut.

Pasal 19

Pada dinas Daerah provinsi dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi untuk
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2
(dua) klasifikasi.

Klasifikasi unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan
b. unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.

Pembentukan unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan pembentukan unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari
menteri terkait dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 20

Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdapat unit
pelaksana teknis dinas Daerah provinsi di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah provinsi.

Satuan pendidikan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan
formal.

Pasal 21

11/69


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

1)

)
®)

(4)

(®)

(6)

()

(8)

1)

)

®3)
(4)

(®)

(6)

()

(8)

Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdapat unit
pelaksana teknis dinas Daerah provinsi di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah provinsi sebagai
unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.

Rumah sakit Daerah provinsi dipimpin oleh direktur rumah sakit Daerah provinsi.

Rumah sakit Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam
penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan
keuangan badan layanan umum Daerah.

Dalam hal rumah sakit Daerah provinsi belum menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum
Daerah, pengelolaan keuangan rumah sakit Daerah provinsi tetap bersifat otonom dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan.

Rumah sakit Daerah provinsi dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibina dan bertanggung jawab kepada dinas yang
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan melalui penyampaian laporan
kinerja rumah sakit kepada kepala dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang
kesehatan.

Pembinaan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta pertanggungjawaban sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang kesehatan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata hubungan kerja rumah sakit Daerah provinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pengelolaan keuangan rumah sakit Daerah provinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 22

Pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan Urusan
Pemerintahan yang hanya diotonomikan kepada Daerah provinsi dapat dibentuk cabang dinas di
kabupaten/kota.

Wilayah kerja cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi 1 (satu) atau lebih
kabupaten/kota.

Cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi.
Klasifikasi cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

a. cabang dinas kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan

b. cabang dinas kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.

Pembentukan cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan
Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Menteri.

Dalam rangka percepatan dan efisiensi pelayanan publik Urusan Pemerintahan, cabang dinas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat pelimpahan wewenang dari gubernur yang ditetapkan
dengan Peraturan Gubernur.

Cabang dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan Perangkat Daerah
kabupaten/kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan sesuai dengan tugas cabang dinas.

Ketentuan lebih lanjut mengenai cabang dinas diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat
pertimbangan tertulis dari menteri terkait dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di
bidang aparatur negara.

12 /69


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Pasal 23

Pada Perangkat Daerah yang sudah dibentuk cabang dinas di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 ayat (1), Perangkat Daerah tersebut tidak mempunyai unit organisasi terendah, kecuali sekretariat.

Paragraf 5

Badan Daerah Provinsi

Pasal 24

(1) Badan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e merupakan unsur
penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

(2) Badan Daerah provinsi dipimpin oleh kepala badan Daerah provinsi yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris Daerah provinsi.

(3) Badan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu gubernur
melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

(4) Badan Daerah provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
menyelenggarakan fungsi:

a.
b.

&

e.

penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup
tugasnya,;

pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan
lingkup tugasnya; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(5)  Unsur penunjang Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.
b.

c
d.
e

f.

perencanaan;
keuangan;

kepegawaian;

pendidikan dan pelatihan;
penelitian dan pengembangan; dan

fungsi penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Badan Daerah provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) huruf f dibentuk dengan kriteria:

a.
b.

diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan

memberikan pelayanan yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi semua Perangkat Daerah
provinsi.

(7)  Untuk menunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah
Pusat, Daerah provinsi dapat membentuk badan penghubung Daerah provinsi di ibu kota negara.
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(8) Pembentukan badan penghubung Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan
dengan Perda provinsi.

Pasal 25

Pembentukan badan Daerah provinsi dan pembentukan badan penghubung Daerah provinsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) dan ayat (7) berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri setelah
mendapat pertimbangan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur
negara.

Pasal 26
(1) Badan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dibedakan dalam 3 (tiga) tipe.
(2) Tipe badan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. badan Daerah provinsi tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi badan Daerah provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dengan beban kerja yang besar;

b. badan Daerah provinsi tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi badan Daerah provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dengan beban kerja yang sedang; dan

c. badan Daerah provinsi tipe C untuk mewadahi pelaksanaan fungsi badan Daerah provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dengan beban kerja yang kecil.

Pasal 27

(1) Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 suatu fungsi
penunjang Urusan Pemerintahan tidak memenuhi syarat untuk dibentuk badan Daerah provinsi sendiri,
fungsi penunjang Urusan Pemerintahan tersebut digabung dengan badan lain.

(2) Penggabungan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dalam 1 (satu) badan Daerah provinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perumpunan fungsi penunjang Urusan
Pemerintahan dengan kriteria:

a. kedekatan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan; dan/atau
b. keterkaitan antar penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan.
(3) Perumpunan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; dan
b. perencanaan serta penelitian dan pengembangan.

(4) Penggabungan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
paling banyak 2 (dua) fungsi penunjang Urusan Pemerintahan.

(5) Tipelogi badan Daerah provinsi hasil penggabungan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jumlah bidang hasil penggabungan.

(6) Nomenklatur badan Daerah provinsi yang mendapatkan tambahan bidang dari fungsi penunjang Urusan
Pemerintahan merupakan nomenklatur badan Daerah provinsi dari fungsi penunjang Urusan
Pemerintahan yang berdiri sendiri sebelum penggabungan.

Pasal 28
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Pada badan Daerah provinsi dapat dibentuk unit pelaksana teknis badan Daerah provinsi untuk
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Unit pelaksana teknis badan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2
(dua) klasifikasi.

Klasifikasi unit pelaksana teknis badan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. unit pelaksana teknis badan Daerah provinsi kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan
b. unit pelaksana teknis badan Daerah provinsi kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.

Pembentukan unit pelaksana teknis badan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi unit pelaksana teknis badan Daerah provinsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan pembentukan unit pelaksana teknis badan Daerah provinsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari
menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Kedua

Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Paragraf 1
Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 29

Sekretariat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a merupakan
unsur staf.

Sekretariat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris Daerah
kabupaten/kota dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota.

Sekretariat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu
bupati/wali kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan
tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Sekretariat Daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerabh;

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerabh;

C. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;

d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 30

Sekretariat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dibedakan dalam 3 (tiga) tipe.
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Tipe sekretariat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. sekretariat Daerah kabupaten/kota tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi sekretariat Daerah
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) dengan beban kerja yang besar;

b. sekretariat Daerah kabupaten/kota tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi sekretariat Daerah
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) dengan beban kerja yang sedang;
dan

c. sekretariat Daerah kabupaten/kota tipe C untuk mewadahi pelaksanaan fungsi sekretariat Daerah

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) dengan beban kerja yang kecil.

Paragraf 2
Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 31

Sekretariat DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b merupakan
unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD kabupaten/kota.

Sekretariat DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris DPRD
kabupaten/kota yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dan secara administratif bertanggung jawab
kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah kabupaten/kota.

Sekretaris DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan
dengan keputusan bupati/wali kota atas persetujuan pimpinan DPRD kabupaten/kota setelah
berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.

Sekretariat DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi DPRD kabupaten/kota, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh
DPRD kabupaten/kota dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Sekretariat DPRD kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD kabupaten/kota;

b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD kabupaten/kota;

c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD kabupaten/kota; dan

d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD kabupaten/kota.
Pasal 32

Sekretariat DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dibedakan dalam 3 (tiga) tipe.
Tipe sekretariat DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. sekretariat DPRD kabupaten/kota tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi sekretariat DPRD
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) dengan beban kerja yang besar;

b. sekretariat DPRD kabupaten/kota tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi sekretariat DPRD
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) dengan beban kerja yang sedang;
dan
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c. sekretariat DPRD kabupaten/kota tipe C untuk mewadahi pelaksanaan fungsi sekretariat DPRD
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) dengan beban kerja yang kecil.

Paragraf 3

Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 33

Inspektorat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c merupakan
unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Inspektorat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh inspektur.

Inspektur Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya
bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah kabupaten/kota.

Inspektorat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu
bupati/wali kota membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Inspektorat Daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi,
pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati/wali kota;
penyusunan laporan hasil pengawasan;

pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten/kota; dan

- o 2 o

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 34

Inspektorat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dibedakan dalam 3 (tiga)
tipe.

Tipe inspektorat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. inspektorat Daerah kabupaten/kota tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi inspektorat Daerah
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) dengan beban kerja yang besar;

b. inspektorat Daerah kabupaten/kota tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi inspektorat Daerah
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) dengan beban kerja yang sedang;
dan

C. inspektorat Daerah kabupaten/kota tipe C untuk mewadahi pelaksanaan fungsi inspektorat Daerah

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) dengan beban kerja yang kecil.

Paragraf 4

Dinas Daerah Kabupaten/Kota
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Pasal 35

Dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d merupakan unsur
pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas Daerah
kabupaten/kota yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui
sekretaris Daerah kabupaten/kota.

Dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu
bupati/wali kota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas
Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten/kota.

Dinas Daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

C. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 36

Dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dibedakan dalam 3 (tiga) tipe.
Tipe dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. dinas Daerah kabupaten/kota tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dinas Daerah
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) dengan beban kerja yang besar;

b. dinas Daerah kabupaten/kota tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dinas Daerah
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) dengan beban kerja yang sedang;
dan

c. dinas Daerah kabupaten/kota tipe C untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dinas Daerah

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) dengan beban kerja yang kecil.

Pasal 37

Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan
Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar; dan
b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri atas:
a. pendidikan;

b. kesehatan;
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pekerjaan umum dan penataan ruang;
perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan

- o 2 o

sosial.
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri atas:
tenaga kerja;

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

a
b

c. pangan;
d pertanahan;

e lingkungan hidup;

f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

pemberdayaan masyarakat dan Desa;

= @

pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

perhubungan;

J- komunikasi dan informatika;

k. koperasi, usaha kecil, dan menengah,;
l. penanaman modal;

m. kepemudaan dan olah raga;

n. statistik;

0. persandian;

p. kebudayaan;

g. perpustakaan; dan

-

kearsipan.

Urusan Pemerintahan Pilihan, terdiri atas:

a. kelautan dan perikanan;

b. pariwisata;

C. pertanian;

d. perdagangan;

e. kehutanan;

f. energi dan sumber daya mineral;
g. perindustrian; dan

h. transmigrasi.

Masing-masing Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)
diwadahi dalam bentuk dinas.

Khusus untuk Urusan Pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan
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masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dilaksanakan oleh:

a. dinas Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman dan ketertiban
umum; dan

b. dinas Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran.

Pasal 38

Dinas Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (7) huruf a disebut satuan polisi pamong praja Daerah
kabupaten/kota.

Pasal 39

(1) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat, Daerah membentuk unit
pelayanan terpadu satu pintu Daerah kabupaten/kota yang melekat pada dinas Daerah kabupaten/kota
yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal.

(2) Besaran unit pelayanan terpadu satu pintu daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengikuti besaran dari Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman
modal.

(3) Pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada unit pelayanan terpadu satu
pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.

(4) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), pada bidang yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu dapat dibentuk tim
teknis sesuai kebutuhan.

(5) Dalam hal berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal
memperoleh nilai kurang dari 401 (empat ratus satu), diwadahi dalam dinas penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu tipe C yang membawahi paling banyak 3 (tiga) bidang.

(6) Pembinaan unit pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Pasal 40

(1) Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 suatu Urusan
Pemerintahan tidak memenuhi syarat untuk dibentuk dinas Daerah kabupaten/kota sendiri, Urusan
Pemerintahan tersebut digabung dengan dinas lain.

(2) Dalam hal berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel teknis Urusan Pemerintahan memperoleh nilai O
(nol), Urusan Pemerintahan tersebut tidak diwadahi dalam unit organisasi Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Penggabungan Urusan Pemerintahan dalam 1 (satu) dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perumpunan Urusan Pemerintahan dengan kriteria:

a. kedekatan karakteristik Urusan Pemerintahan; dan/atau
b. keterkaitan antar penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.
(4) Perumpunan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

a. pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, serta pariwisata;
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b. kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan
keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemberdayaan
masyarakat dan Desa;

C. ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan
ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;

d. penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, energi dan
sumber daya mineral, transmigrasi, dan tenaga kerja;

e. komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;

f. perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan,

perhubungan, lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, serta kelautan dan perikanan; dan
g. perpustakaan dan kearsipan.

Penggabungan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3
(tiga) Urusan Pemerintahan.

Tipelogi dinas hasil penggabungan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dinaikkan 1 (satu) tingkat lebih tinggi atau mendapat tambahan 1 (satu) bidang apabila mendapatkan
tambahan bidang baru dari Urusan Pemerintahan yang digabungkan.

Nomenklatur dinas yang mendapatkan tambahan bidang Urusan Pemerintahan merupakan nomenklatur
dinas dari Urusan Pemerintahan yang berdiri sendiri sebelum penggabungan.

Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak terdapat
Urusan Pemerintahan dalam 1 (satu) rumpun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang memenuhi
kriteria untuk dibentuk dinas, Urusan Pemerintahan tersebut dapat digabung menjadi 1 (satu) dinas tipe C
sepanjang paling sedikit memperoleh 2 (dua) bidang.

Nomenklatur dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mencerminkan Urusan Pemerintahan yang
digabung.

Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak terdapat
Urusan Pemerintahan dalam 1 (satu) rumpun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang memenuhi
kriteria untuk dibentuk dinas atau bidang, fungsi tersebut dilaksanakan oleh sekretariat Daerah dengan
menambah 1 (satu) subbagian pada unit kerja yang mengoordinasikan Urusan Pemerintahan yang terkait
dengan fungsi tersebut.

Pasal 41

Pada dinas Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota
untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan
dalam 2 (dua) klasifikasi.

Klasifikasi unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terdiri atas:

a. unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota kelas A untuk mewadahi beban kerja yang
besar; dan

b. unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota kelas B untuk mewadahi beban kerja yang
kecil.

Pembentukan unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur
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sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pembentukan unit pelaksana teknis dinas Daerah
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat
pertimbangan tertulis dari menteri terkait dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di
bidang aparatur negara.

Pasal 42

(1) Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41
terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota di bidang pendidikan berupa satuan
pendidikan Daerah kabupaten/kota.

(2)  Satuan pendidikan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan
pendidikan formal dan nonformal.

Pasal 43

Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, terdapat unit
pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah kabupaten/kota
dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja
secara profesional.

Pasal 44

(1) Rumah sakit Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dipimpin oleh direktur
rumah sakit Daerah kabupaten/kota.

(2) Rumah sakit Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam
penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan
keuangan badan layanan umum Daerah.

(3) Dalam hal rumah sakit Daerah kabupaten/kota belum menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan
umum Daerah, pengelolaan keuangan rumah sakit Daerah kabupaten/kota tetap bersifat otonom dalam
perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan.

(4) Rumah sakit Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibina dan bertanggung jawab kepada dinas yang
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.

(5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan melalui penyampaian laporan
kinerja rumah sakit kepada kepala dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang
kesehatan.

(6) Pembinaan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta pertanggungjawaban sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang kesehatan.

(7)  Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata hubungan kerja rumah sakit Daerah kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 serta pengelolaan keuangan rumah sakit Daerah kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 45
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Pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dipimpin oleh kepala pusat
kesehatan masyarakat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata hubungan kerja pusat kesehatan masyarakat diatur
dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan setelah
mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan
di bidang aparatur negara.

Paragraf 5

Badan Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 46

Badan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, merupakan unsur
penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

Badan Daerah kabupaten/kota dipimpin oleh kepala badan Daerah kabupaten/kota yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah kabupaten/kota.

Badan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu
bupati/wali kota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah kabupaten/kota.

Badan Daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup
tugasnya;

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai

dengan lingkup tugasnya; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Unsur penunjang Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. perencanaan;
b. keuangan;

C. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;

d. penelitian dan pengembangan; dan

e. fungsi penunjang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Badan Daerah kabupaten/kota yang melaksanakan fungsi penunjang lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) huruf e dibentuk dengan kriteria:

a. diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
b. memberikan pelayanan yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi semua Perangkat Daerah
kabupaten/kota.

Pembentukan badan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berdasarkan
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pedoman yang ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri yang
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 47
Badan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dibedakan dalam 3 (tiga) tipe.

Tipe badan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. badan Daerah kabupaten/kota tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi badan Daerah
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) dengan beban kerja yang besar;

b. badan Daerah kabupaten/kota tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi badan Daerah
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) dengan beban kerja yang sedang;
dan

C. badan Daerah kabupaten/kota tipe C untuk mewadahi pelaksanaan fungsi badan Daerah

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) dengan beban kerja yang kecil.

Pasal 48

Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 suatu fungsi
penunjang Urusan Pemerintahan tidak memenuhi syarat untuk dibentuk badan Daerah kabupaten/kota
sendiri, fungsi penunjang Urusan Pemerintahan tersebut digabung dengan badan lain.

Penggabungan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dalam 1 (satu) badan Daerah kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perumpunan fungsi penunjang Urusan
Pemerintahan dengan kriteria:

a. kedekatan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan; dan/atau

b. keterkaitan antar penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan.

Perumpunan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; dan

b. perencanaan serta penelitian dan pengembangan.

Penggabungan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
paling banyak 2 (dua) fungsi penunjang Urusan Pemerintahan.

Tipelogi badan Daerah kabupaten/kota hasil penggabungan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jumlah bidang hasil penggabungan.

Nomenklatur badan Daerah kabupaten/kota yang mendapatkan tambahan bidang dari fungsi penunjang
Urusan Pemerintahan merupakan nomenklatur badan Daerah kabupaten/kota dari fungsi penunjang
Urusan Pemerintahan yang berdiri sendiri sebelum penggabungan.

Pasal 49

Pada badan Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk unit pelaksana teknis badan Daerah kabupaten/kota
untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Unit pelaksana teknis badan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan
dalam 2 (dua) klasifikasi.

Klasifikasi unit pelaksana teknis badan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
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terdiri atas:

a. unit pelaksana teknis badan Daerah kabupaten/kota kelas A untuk mewadahi beban kerja yang
besar; dan

b. unit pelaksana teknis badan Daerah kabupaten/kota kelas B untuk mewadahi beban kerja yang
kecil.

Pembentukan unit pelaksana teknis badan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi unit pelaksana teknis badan Daerah kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pembentukan unit pelaksana teknis badan Daerah
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat
pertimbangan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur
negara.

Paragraf 6

Kecamatan

Pasal 50

Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dibentuk dalam rangka meningkatkan
koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau
sebutan lain dan kelurahan.

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh camat atau sebutan lain yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah
kabupaten/kota.

Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;

mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

a
b

C. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

d mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati/Wali kota;
e mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

f.

mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah
di tingkat kecamatan;

g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;

h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang tidak
dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), camat melaksanakan tugas yang
dilimpahkan oleh bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah kabupaten/kota.

Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibantu oleh
perangkat kecamatan.
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Pasal 51
Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) tipe.
Tipe kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. kecamatan tipe A untuk mewadahi pelaksanaan tugas kecamatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 50 ayat (3) dengan beban kerja yang besar; dan

b. kecamatan tipe B untuk mewadahi pelaksanaan tugas kecamatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 50 ayat (3) dengan beban kerja yang kecil.

Pasal 52

Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan
sebagian tugas camat.

Kelurahan dibentuk dengan Perda kabupaten/kota berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan
bertanggung jawab kepada camat.

Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas membantu camat dalam:

a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;

b. melakukan pemberdayaan masyarakat;

C. melaksanakan pelayanan masyarakat;

d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;

e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan

g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KRITERIA PERANGKAT DAERAH

Pasal 53

Tipelogi sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, dan inspektorat, serta fungsi penunjang Urusan
Pemerintahan bidang perencanaan dan keuangan ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel
sebagai berikut:

a. sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, dan inspektorat, serta fungsi penunjang Urusan
Pemerintahan bidang perencanaan dan keuangan tipe A apabila hasil perhitungan nilai variabel
lebih dari 800 (delapan ratus);

b. sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, dan inspektorat, serta fungsi penunjang Urusan
Pemerintahan bidang perencanaan dan keuangan tipe B apabila hasil perhitungan nilai variabel
lebih dari 600 (enam ratus) sampai dengan 800 (delapan ratus ); dan

C. sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, dan inspektorat, serta fungsi penunjang Urusan
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Pemerintahan bidang perencanaan dan keuangan tipe C apabila hasil perhitungan nilai variabel
kurang dari atau sama dengan 600 (enam ratus).

Tipelogi dinas dan badan ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel sebagai berikut:
a. dinas dan badan tipe A apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 800 (delapan ratus);

b. dinas dan badan tipe B apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 600 (enam ratus) sampai
dengan 800 (delapan ratus); dan

c. dinas dan badan tipe C apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 400 (empat ratus) sampai
dengan 600 (enam ratus).

Dalam hal hasil perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan
dasar tidak memenuhi perhitungan nilai variabel untuk menjadi dinas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Urusan Pemerintahan tersebut tetap dibentuk sebagai dinas tipe C.

Tipelogi kecamatan ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel sebagai berikut:

a. kecamatan tipe A apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 600 (enam ratus); dan
b. kecamatan tipe B apabila hasil perhitungan nilai variabel kurang dari atau sama dengan 600 (enam
ratus).

Dalam hal perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan atau fungsi penunjang Urusan Pemerintahan
bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kurang dari 400 (empat ratus) untuk Urusan Pemerintahan
selain yang dimaksud pada ayat (3), berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. menjadi bidang apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 300 (tiga ratus) sampai dengan
400 (empat ratus); dan

b. menjadi subbidang atau seksi pada bidang apabila hasil perhitungan nilai variabel kurang dari atau
sama dengan 300 (tiga ratus).

Pasal 54

Dalam hal kemampuan keuangan Daerah atau ketersediaan aparatur yang dimiliki oleh Daerah masih
terbatas, tipe Perangkat Daerah dapat diturunkan dari hasil pemetaan.

Berdasarkan pertimbangan efisiensi sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dinas atau
badan tipe C dengan hasil perhitungan nilai variabel 400 (empat ratus) sampai dengan 500 (lima ratus)
sebelum dikalikan dengan faktor kesulitan geografis, dapat digabung dengan dinas atau badan tipe C
menjadi 1 (satu) dinas atau badan tipe B, atau digabung dengan dinas atau badan tipe B menjadi dinas
atau badan tipe A, atau digabung dengan dinas atau badan tipe A, menjadi dinas atau badan tipe A
dengan 5 (lima) bidang.

Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan Urusan Pemerintahan dalam 1
(satu) rumpun.

Nomenklatur dinas atau badan hasil penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
nomenklatur yang mencerminkan Urusan Pemerintahan atau fungsi penunjang Urusan Pemerintahan
yang digabung.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
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Bagian Kesatu

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi

Paragraf 1

Sekretariat Daerah Provinsi

Pasal 55
(1) Sekretariat Daerah provinsi tipe A terdiri atas paling banyak 3 (tiga) asisten.
(2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) biro.
(3) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian.

(4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.

Pasal 56
(1) Sekretariat Daerah provinsi tipe B terdiri atas paling banyak 3 (tiga) asisten.
(2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 2 (dua) biro.
(3) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian.

(4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.

Pasal 57
(1) Sekretariat Daerah provinsi tipe C terdiri atas paling banyak 2 (dua) asisten.
(2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 2 (dua) biro.
(3) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian.
(4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.

Pasal 58

Pembagian tugas pokok dan fungsi unit kerja pada sekretariat Daerah provinsi dikelompokkan berdasarkan
Perangkat Daerah yang dikoordinasikan dan/atau berdasarkan fungsi atau unsur manajemen.

Paragraf 2
Sekretariat DPRD Provinsi

Pasal 59
(1) Sekretariat DPRD provinsi tipe A terdiri atas paling banyak 4 (empat) bagian.
(2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.

(3) Sekretariat DPRD provinsi tipe B terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian.
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Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
Sekretariat DPRD provinsi tipe C terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian.

Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian.

Paragraf 3

Inspektorat Daerah Provinsi

Pasal 60

Inspektorat Daerah provinsi tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) inspektur
pembantu.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.

Inspektorat Daerah provinsi tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) inspektur
pembantu.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 2 (dua) subbagian.

Inspektorat Daerah provinsi tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) inspektur
pembantu.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas 2 (dua) subbagian.

Pasal 61

Inspektur pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) membawahi jabatan
fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan.

1)
)
®3)

1)
)
®3)

Paragraf 4

Dinas Daerah Provinsi

Pasal 62
Dinas Daerah provinsi tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.

Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 63
Dinas Daerah provinsi tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.

Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 64
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(1) Dinas Daerah provinsi tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 65

(1) Unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi kelas A pada dinas terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha
dan terdiri atas paling banyak 2 (dua) seksi serta kelompok jabatan fungsional.

(2)  Unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi kelas B pada dinas terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha
dan kelompok jabatan fungsional.

(3)  Susunan unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi unit
pelaksana teknis yang berbentuk satuan pendidikan dan rumah sakit.

Pasal 66
(1) Cabang dinas kelas A terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan paling banyak 2 (dua) seksi.

(2) Cabang dinas kelas B terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha.

Paragraf 5

Badan Daerah Provinsi

Pasal 67
(1) Badan Daerah provinsi tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
(2)  Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

Pasal 68
(1) Badan Daerah provinsi tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

Pasal 69
(1) Badan Daerah provinsi tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

Pasal 70

Badan penghubung Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (7) terdiri atas 1 (satu)
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subbagian tata usaha dan paling banyak 3 (tiga) subbidang.

Pasal 71

(1) Unit pelaksana teknis badan Daerah provinsi kelas A, pada badan terdiri atas 1 (satu) subbagian tata
usaha dan paling banyak 2 (dua) seksi serta kelompok jabatan fungsional.

(2)  Unit pelaksana teknis badan Daerah provinsi kelas B, pada badan terdiri atas 1 (satu) subbagian tata
usaha dan kelompok jabatan fungsional.

Pasal 72

Dinas Daerah provinsi yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan
ruang, Urusan Pemerintahan bidang pertanian, serta badan yang menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan
Pemerintahan bidang keuangan dapat memiliki 2 (dua) bidang lebih banyak dari ketentuan yang berlaku bagi
dinas/badan lain.

Pasal 73

(1) Dalam hal perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang,
Urusan Pemerintahan bidang pertanian, serta badan yang menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan
Pemerintahan bidang keuangan memperoleh nilai 951 (sembilan ratus lima puluh satu) sampai dengan
975 (sembilan ratus tujuh puluh lima), Urusan Pemerintahan tersebut dapat diwadahi dalam 2 (dua)
dinas/badan tipe B, dan dalam hal memperoleh nilai di atas 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) dapat
diwadahi dalam 2 (dua) dinas/badan tipe A.

(2) Dalam hal sudah dibentuk 2 (dua) dinas/badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan
penambahan bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 tidak berlaku.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Paragraf 1

Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 74
(1) Sekretariat Daerah kabupaten/kota tipe A terdiri atas paling banyak 3 (tiga) asisten.
(2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 4 (empat) bagian.

(3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
Pasal 75

(1) Sekretariat Daerah kabupaten/kota tipe B terdiri atas paling banyak 3 (tiga) asisten.
(2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian.
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(3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.

Pasal 76
(1) Sekretariat Daerah kabupaten/kota tipe C terdiri atas paling banyak 2 (dua) asisten.
(2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian.

(3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.

Pasal 77

Pembagian tugas dan fungsi unit kerja pada sekretariat Daerah kabupaten/kota dikelompokkan berdasarkan

Perangkat Daerah yang dikoordinasikan dan/atau berdasarkan fungsi atau unsur manajemen tertentu.

Paragraf 2
Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 78
(1) Sekretariat DPRD kabupaten/kota tipe A terdiri atas paling banyak 4 (empat) bagian.
(2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
(3) Sekretariat DPRD kabupaten/kota tipe B terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian.
(4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
(5) Sekretariat DPRD kabupaten/kota tipe C terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian.

(6) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian.

Paragraf 3

Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 79

(1) Inspektorat Daerah kabupaten/kota tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat)

inspektur pembantu.

(2)  Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.

(3) Inspektorat Daerah kabupaten/kota tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga)

inspektur pembantu.

(4)  Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 2 (dua) subbagian.

(5) Inspektorat Daerah kabupaten/kota tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua)

inspektur pembantu.

(6) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
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Pasal 80

Inspektur pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) membawahi jabatan
fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan.

1)
)
®3)

1)
)
®3)

1)
)
®)

1)

)

®3)

1)
)

Paragraf 4

Dinas Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 81
Dinas Daerah kabupaten/kota tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.

Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 82
Dinas Daerah kabupaten/kota tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.

Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 83
Dinas Daerah kabupaten/kota tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang.
Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.

Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 84

Unit pelaksana teknis pada dinas Daerah kabupaten/kota kelas A terdiri atas 1 (satu) subbagian tata
usaha dan kelompok jabatan fungsional.

Unit pelaksana teknis pada dinas Daerah kabupaten/kota kelas B terdiri atas pelaksana dan kelompok
jabatan fungsional.

Susunan unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi unit
pelaksana teknis yang berbentuk satuan pendidikan, pusat kesehatan masyarakat, dan rumah sakit.

Paragraf 5

Badan Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 85
Badan Daerah kabupaten/kota tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.
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Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

Pasal 86
Badan Daerah kabupaten/kota tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.

Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

Pasal 87
Badan Daerah kabupaten/kota tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang.
Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.

Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

Pasal 88

Unit pelaksana teknis pada badan Daerah kabupaten/kota kelas A terdiri atas 1 (satu) subbagian tata
usaha dan kelompok jabatan fungsional.

Unit pelaksana teknis pada badan Daerah kabupaten/kota kelas B terdiri atas pelaksana dan kelompok
jabatan fungsional.

Pasal 89

Dinas Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan
penataan ruang, Urusan Pemerintahan bidang pertanian, serta badan yang menyelenggarakan fungsi
penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan dapat memiliki 2 (dua) bidang lebih banyak dari ketentuan
yang berlaku bagi dinas/badan lain.

1)

)

Pasal 90

Dalam hal perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang,
Urusan Pemerintahan bidang pertanian, serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan
memperoleh nilai 951 (sembilan ratus lima puluh satu) sampai dengan 975 (sembilan ratus tujuh puluh
lima) Urusan Pemerintahan tersebut dapat diwadahi dalam 2 (dua) dinas/badan tipe B, dan dalam hal
memperoleh nilai di atas 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) dapat diwadahi dalam 2 (dua) dinas/badan
tipe A.

Dalam hal sudah dibentuk 2 (dua) dinas/badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan
penambahan bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 tidak berlaku.

Paragraf 6

Kecamatan

Pasal 91

34 /69


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

1)
)

1)
)

Kecamatan tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 5 (lima) seksi.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 2 (dua) subbagian.

Pasal 92
Kecamatan tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) seksi.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 2 (dua) subbagian.

Pasal 93

Kelurahan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) seksi.

1)

)

®)

(4)

®)

(6)

()

(8)

9)

BAB VI
JABATAN PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Jabatan Perangkat Daerah Provinsi

Pasal 94
Sekretaris Daerah provinsi merupakan jabatan eselon Ib atau jabatan pimpinan tinggi madya.

Sekretaris DPRD provinsi, inspektur Daerah provinsi, asisten sekretaris Daerah provinsi, kepala dinas
Daerah provinsi, kepala badan Daerah provinsi, dan staf ahli gubernur merupakan jabatan eselon Ila atau
jabatan pimpinan tinggi pratama.

Kepala biro sekretariat Daerah provinsi merupakan jabatan eselon Ilb atau jabatan pimpinan tinggi
pratama.

Sekretaris inspektorat Daerah provinsi, inspektur pembantu, sekretaris dinas Daerah provinsi, sekretaris
badan Daerah provinsi, kepala badan penghubung Daerah provinsi, kepala bagian, dan kepala bidang
merupakan jabatan eselon llla atau jabatan administrator.

Kepala cabang dinas Daerah provinsi kelas A, kepala unit pelaksana teknis dinas dan badan Daerah
provinsi kelas A merupakan jabatan eselon Illb atau jabatan administrator.

Kepala subbagian, kepala seksi, kepala cabang dinas Daerah provinsi kelas B, dan kepala unit pelaksana
teknis dinas dan badan Daerah provinsi kelas B merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

Kepala subbagian pada cabang dinas Daerah provinsi kelas B dan kepala subbagian pada unit pelaksana
teknis dinas dan badan Daerah provinsi kelas B, serta kepala subbagian pada satuan pendidikan provinsi
merupakan jabatan eselon Vb atau jabatan pengawas.

Kepala unit pelaksana teknis Daerah provinsi yang berbentuk satuan pendidikan merupakan jabatan
fungsional guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala unit pelaksana teknis Daerah provinsi yang berbentuk rumah sakit Daerah provinsi dijabat oleh
dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan
diberikan tugas tambahan.
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Bagian Kedua

Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 95
Sekretaris Daerah kabupaten/kota merupakan jabatan eselon lla atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

Sekretaris DPRD kabupaten/kota, inspektur Daerah kabupaten/kota, asisten sekretaris Daerah
kabupaten/ kota, kepala dinas Daerah kabupaten/kota, kepala badan Daerah kabupaten/kota, dan staf
ahli bupati/wali kota merupakan jabatan eselon IlIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

Sekretaris inspektorat Daerah kabupaten/kota, inspektur pembantu, sekretaris dinas Daerah
kabupaten/kota, sekretaris badan Daerah kabupaten/kota, kepala bagian, serta camat merupakan jabatan
struktural eselon llla atau jabatan administrator.

Kepala bidang pada dinas dan badan serta sekretaris kecamatan merupakan jabatan struktural eselon Illb
atau jabatan administrator.

Lurah, kepala subbagian pada sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan
Daerah kabupaten/kota, kepala seksi pada dinas dan badan Daerah kabupaten/kota, kepala unit
pelaksana teknis pada dinas dan badan Daerah kabupaten/kota kelas A, sekretaris kecamatan tipe B,
serta kepala seksi pada kecamatan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

Kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan daerah kabupaten/kota kelas B, kepala subbagian
pada unit pelaksana teknis dinas dan badan kelas A, kepala subbagian pada kecamatan, sekretaris
kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.

Kepala unit pelaksana teknis Daerah kabupaten/kota yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh
jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala unit pelaksana teknis Daerah kabupaten/kota yang berbentuk rumah sakit Daerah kabupaten/kota
dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi
dengan diberikan tugas tambahan.

Kepala unit pelaksana teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional
tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

Pasal 96

Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dan Pasal 95, pada Perangkat Daerah terdapat
jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.

Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerabh.

Pasal 97

Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok
jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh
oleh kelompok jabatan fungsional.

Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, promosi, dan
penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Bagian Ketiga

Pengisian Jabatan Perangkat Daerah

Pasal 98

(1) Perangkat Daerah diisi oleh pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan
pengawas pada Perangkat Daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi:

a. teknis;
b. manajerial; dan
C. sosial kultural.

(3) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pegawai aparatur sipil negara yang
menduduki jabatan Perangkat Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.

(4) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi
pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan
sertifikasi.

(5) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diukur dari tingkat pendidikan,
pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan.

(6) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ diukur dari pengalaman kerja
berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan
kebangsaan.

(7) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga
pemerintah nonkementerian setelah dikoordinasikan dengan Menteri.

(8) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.
(9) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan sertifikasi.

(10) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan oleh suatu lembaga sertifikasi yang
berwenang menyelenggarakan sertifikasi penyelenggara pemerintahan dalam negeri sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi pemerintahan diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 99

Pengisian kepala Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100
(1) Pembinaan pengisian jabatan pada Perangkat Daerah dilaksanakan berdasarkan sistem merit.

(2) Menteri melakukan pembinaan kepada Daerah dalam pelaksanaan sistem merit pada Perangkat Daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB VII
PERANGKAT DAERAH BARU

Pasal 101

Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah bagi Daerah provinsi baru yang belum memiliki anggota
DPRD, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah mendapat persetujuan Menteri dan pertimbangan
tertulis dari menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah bagi Daerah kabupaten/kota baru yang belum memiliki
anggota DPRD, ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali kota setelah mendapat persetujuan gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Ketentuan mengenai pembentukan, jenis, kriteria, tipelogi, kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi,
dan jabatan Perangkat Daerah pada Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 99 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan

Perangkat Daerah provinsi baru dan kabupaten/kota baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

@).

Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terlaksana, Daerah induk wajib
melakukan penataan ulang Perangkat Daerah dengan menghitung kembali intensitas Urusan
Pemerintahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

BAB Vi
STAF AHLI

Pasal 102
Gubernur dan bupati/wali kota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.

Staf ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada gubernur atau bupati/wali kota dan secara
administratif dikoordinasikan oleh sekretaris Daerah.

Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) staf ahli.
Staf ahli gubernur dan bupati/wali kota diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

Pengangkatan dan pemberhentian staf ahli gubernur oleh gubernur dan staf ahli bupati/wali kota oleh
bupati/wali kota.

Pasal 103

Staf ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu
strategis kepada gubernur atau bupati/wali kota sesuai keahliannya.

Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi staf ahli gubernur dan staf ahli bupati/wali kota, dapat
dibentuk 1 (satu) subbagian tata usaha pada bagian yang membidangi urusan umum/tata usaha.

BAB IX
PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN NOMENKLATUR
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Bagian Kesatu

Tujuan Pemetaan

Pasal 104

Pemetaan Urusan Pemerintahan dilakukan untuk memperoleh informasi tentang intensitas Urusan
Pemerintahan Wajib dan potensi Urusan Pemerintahan Pilihan serta beban kerja penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan.

Pemetaan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan
susunan dan tipe Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemetaan

Pasal 105

Berdasarkan kriteria variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah menyusun
rencana pemetaan Urusan Pemerintahan dengan berkonsultasi kepada Menteri dan
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat mengoordinasikan penyusunan rencana pemetaan Urusan
Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi kabupaten/kota di lingkungan wilayah
provinsinya.

Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat mengintegrasikan rencana pemetaan Urusan Pemerintahan
bagi kabupaten/kota di wilayah provinsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan rencana
pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah provinsi.

Gubernur menyampaikan rencana pemetaan Urusan Pemerintahan yang terintegrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri.

Menteri menyampaikan rencana pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian untuk melaksanakan pemetaan Urusan Pemerintahan.

Menteri dan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian melakukan pendampingan dan konsultasi
kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan pemetaan berdasarkan rencana sebagaimana dimaksud
pada ayat (5).

Pasal 106

Untuk membantu kelancaran pemetaan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105
ayat (5), Menteri mengembangkan sistem informasi pemetaan Urusan Pemerintahan dan penentuan
beban kerja Perangkat Daerah.

Sistem informasi pemetaan Urusan Pemerintahan dan penentuan beban kerja Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian
dan Pemerintah Daerah untuk pemetaan Urusan Pemerintahan dan penentuan beban kerja Perangkat
Daerah.
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Bagian Ketiga

Hasil Pemetaan

Pasal 107

Hasil pemetaan Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel Urusan
Pemerintahan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota setelah dikalikan dengan faktor kesulitan
geografis.

Kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan klasifikasi sebagai berikut:
a. provinsi dan kabupaten di Jawa dan Bali dikalikan 1 (satu);

b. provinsi dan kabupaten di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi serta kota di seluruh wilayah
dikalikan 1,1 (satu koma satu);

c provinsi dan kabupaten di Nusa Tenggara dan Maluku dikalikan 1,2 (satu koma dua);
d. provinsi dan kabupaten di Papua dikalikan 1,4 (satu koma empat);

e Daerah provinsi dan kabupaten/kota berciri kepulauan dikalikan 1,4 (satu koma empat);

f kabupaten/kota di Daerah perbatasan darat Negara dikalikan 1,4 (satu koma empat); dan
g. kabupaten/kota di pulau-pulau terluar di Daerah perbatasan dikalikan 1,5 (satu koma lima).

Dalam hal suatu Daerah masuk dalam 2 (dua) klasifikasi atau lebih, Daerah dimaksud dapat memilih
faktor kesulitan geografis terbesar.

Perkalian hasil perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan Daerah provinsi dan Daerah
kabupaten/kota dengan faktor kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi
sekretariat DPRD, Urusan Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota bidang kearsipan dan
persandian, Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota bidang kehutanan, serta bidang energi dan
sumber daya mineral.

Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga
pemerintah nonkementerian setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri.

Pasal 108

Penyelenggara Pemerintahan Daerah menggunakan hasil pemetaan Urusan Pemerintahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dalam penetapan kelembagaan, perencanaan, dan penganggaran
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Penggunaan hasil pemetaan untuk perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian menggunakan hasil pemetaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 107 ayat (5) untuk pembinaan teknis kepada Daerah secara nasional.

Bagian Keempat

Nomenklatur Perangkat Daerah
Pasal 109
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Penyelenggara Pemerintahan Daerah menetapkan nomenklatur Perangkat Daerah dan unit kerja pada
Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dengan memperhatikan pedoman dari
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi Urusan Pemerintahan tersebut.

Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian menetapkan pedoman nomenklatur Perangkat Daerah
dan unit kerja pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan
kewenangannya berdasarkan pendekatan fungsi pada setiap sub urusan dan kewenangan dari Urusan
Pemerintahan setelah berkoordinasi dengan Menteri.

Menteri menetapkan pedoman nomenklatur dan unit kerja sekretariat Daerah, sekretariat DPRD,
inspektorat, unit pelayanan terpadu satu pintu, badan, serta nomenklatur dan unit kerja dinas yang
melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan oleh lebih dari 1 (satu) kementerian/lembaga
pemerintah nonkementerian.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 110
Pembinaan dan pengendalian penataan Perangkat Daerah provinsi dilakukan oleh Menteri.

Pembinaan dan pengendalian penataan Perangkat Daerah kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 111

Pembinaan dan pengendalian penataan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110
dilaksanakan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam
penataan Perangkat Daerah.

Pembinaan penataan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. struktur organisasi;
b. budaya organisasi; dan

c. inovasi organisasi.

Pasal 112

Menteri melakukan penilaian kepada Perangkat Daerah provinsi dan gubernur melakukan penilaian
kepada Perangkat Daerah kabupaten/kota yang memiliki inovasi dalam penataan dan pengelolaan
organisasi.

Penghargaan terhadap hasil penilaian kepada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan oleh Menteri pada Hari Otonomi Daerah.

Pasal 113

Dalam hal perangkat gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat belum terbentuk, pembinaan dan pengendalian
penataan Perangkat Daerah kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu
oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pembinaan kelembagaan Perangkat Daerah.
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Pasal 114
Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi penataan Perangkat Daerah.

Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi
dengan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 115

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengendalian penataan Perangkat Daerah diatur dalam
Peraturan Menteri.

Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan
menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB Xl

HUBUNGAN ANTARA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

1)

)

®)

(4)

1)

)

Pasal 116

Perangkat Daerah provinsi melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah provinsi
dan melaksanakan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah provinsi.

Perangkat Daerah kabupaten/kota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah
kabupaten/kota dan melaksanakan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah kabupaten/kota.

Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2), hubungan Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat Daerah kabupaten/kota bersifat
koordinatif dan fungsional untuk menyinkronkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat
Daerah.

Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
a. sinkronisasi data;
b. sinkronisasi sasaran dan program; dan

C. sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan.

BAB Xl
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 117

Ketentuan mengenai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana diatur sesuai
dengan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana.

Peraturan daerah mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja perangkat
daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.
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®)

1)

)

1)

)

®)

(4)

1)

)

Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setelah mendapat pertimbangan
tertulis dari menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 118

Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi Daerah yang memiliki status istimewa atau
otonomi khusus, sepanjang tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan Daerah
istimewa atau khusus.

Ketentuan mengenai Perangkat Daerah bagi Daerah yang berstatus istimewa atau khusus, diatur dengan
Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 119

Urusan Pemerintahan Daerah yang penyediaan aparaturnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat,
aparatur Pemerintah Pusat tersebut bekerja pada dinas.

Aparatur Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara operasional berada di bawah
dinas dan secara administrasi berada di bawah kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang
bersangkutan.

Belanja pegawai bagi aparatur Pemerintah Pusat dibebankan pada kementerian/lembaga pemerintah
nonkementerian dan biaya operasional untuk melaksanakan tugas dibebankan pada anggaran dinas.

Penilaian kinerja aparatur Pemerintah Pusat yang bekerja pada dinas dilakukan oleh
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian berdasarkan rekomendasi dari kepala dinas.

Pasal 120

Dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Perangkat
Daerah secara bertahap menerapkan sistem informasi yang terintegrasi antar kabupaten/kota, provinsi,
dan Pemerintah Pusat dengan menggunakan infrastruktur dan aplikasi secara berbagi pakai.

Penerapan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada kementerian
yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

BAB Xlli
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 121

Penyesuaian pengisian jabatan direktur rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (9) dan Pasal
95 ayat (8) serta pengisian jabatan kepala pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95
ayat (9) sebagai jabatan fungsional, dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini
mulai berlaku.

1)

Pasal 122

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, seluruh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan
Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan
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peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

(2)  Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan
peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 123

Perangkat Daerah provinsi melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan umum dan teknis atas
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh kabupaten/kota sampai dengan terbentuknya perangkat gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 124

(1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, untuk pertama kali, penetapan pedoman nomenklatur
Perangkat Daerah oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan pelaksanaan pemetaan
Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan kementerian/lembaga pemerintah
nonkementerian diselesaikan paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini
diundangkan.

(2) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, untuk pertama kali, Perda pembentukan Perangkat
Daerah dan pengisian kepala Perangkat Daerah dan kepala unit kerja pada Perangkat Daerah
diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

(3) Dalam hal pedoman nomenklatur Perangkat Daerah belum ditetapkan sampai batas waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), kepala Daerah dapat menetapkan nomenklatur Perangkat Daerah dengan
Perkada.

(4) Pengisian kepala Perangkat Daerah dan kepala unit kerja pada Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), untuk pertama kalinya dilakukan dengan mengukuhkan pejabat yang sudah
memegang jabatan setingkat dengan jabatan yang akan diisi dengan ketentuan memenuhi persyaratan
kualifikasi dan kompetensi jabatan.

(5) Dalam hal hasil pemetaan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan,
untuk pertama kali, Daerah dapat menetapkan Perda tentang pembentukan Perangkat Daerah tanpa
menunggu penetapan hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 125

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 126
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
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PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG
PERANGKAT DAERAH

UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang
signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran
(rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini
juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif,
dan efisien.

Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang
terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu kepala Daerah (strategic apex), sekretaris Daerah (middle line), dinas
Daerah (operating core), badan/fungsi penunjang (technostructure), dan staf pendukung (supporting
staff). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (operating core) yang melaksanakan tugas dan
fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai
bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan.
Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (technostructure) yang melaksanakan tugas dan fungsi
sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang
kelancaran pelaksanaan fungsi inti (operating core).

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi,
pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini didasarkan pada asas
efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi
Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala Daerah
dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang.

Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD.
Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah.

Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam badan Daerah. Unsur
penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah diwadahi dalam inspektorat. Di samping itu, pada Daerah kabupaten/kota dibentuk
kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi
kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

Kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, kepala inspektorat dan camat atau nama lain di
kabupaten/kota bertanggung jawab kepada kepala Daerah melalui sekretaris Daerah. Fungsi sekretaris
Daerah dalam pertanggungjawaban tersebut hanyalah fungsi pengendalian administrasi untuk
memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh kepala dinas,
kepala badan, sekretaris DPRD, inspektur, kepala satuan polisi pamong praja dan camat atau nama lain
kepada kepala Daerah.

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan
kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan
Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan
Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
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Berdasarkan pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah
kabupaten/kota sebagaimana dimuat dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan konkuren,
Perangkat Daerah mengelola unsur manajemen yang meliputi sarana dan prasarana, personil, metode
kerja dan penyelenggaraan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan, pengoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan,
standardisasi, dan pengelolaan informasi sesuai dengan substansi urusan pemerintahannya.

Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan
keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan
kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah ini menetapkan Perangkat Daerah dalam 3 (tiga) tipe, yaitu sekretariat Daerah,
sekretariat DPRD dan inspektorat tipe A;

sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe B; dan sekretariat Daerah, sekretariat DPRD
dan inspektorat tipe C; dinas tipe A, dinas tipe B, dan dinas tipe C; badan tipe A, badan tipe B, dan badan
tipe C; serta kecamatan dalam 2 (dua) tipe, yaitu kecamatan tipe A dan kecamatan tipe B. Penetapan tipe
Perangkat Daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja
terdiri dari variabel umum dan variabel teknis. Variabel umum, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah,
jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dan
variabel teknis yang merupakan beban utama dengan bobot sebesar 80% (delapan puluh persen). Pada
tiap-tiap variabel, baik variabel umum maupun variabel teknis ditetapkan 5 (lima) kelas interval, dengan
skala nilai dari 200 (dua ratus) sampai dengan 1.000 (seribu).

Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan
pelayanan dasar, agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu,
Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar
diwadahi dalam bentuk dinas utama minimal tipe C.

Pembinaan dan pengendalian Perangkat Daerah dalam Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan dalam
rangka penerapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi antar Daerah dan antar sektor,
sehingga masing-masing Pemerintah Daerah taat asas dan taat norma dalam penataan kelembagaan
Perangkat Daerah. Menteri atau gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat dapat membatalkan Perda
tentang pembentukan Perangkat Daerah yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam
Peraturan Pemerintah ini.

Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengendalian penataan Perangkat Daerah, Pemerintah Pusat
melakukan fasilitasi melalui asistensi, pemberian arahan, pedoman, bimbingan, supervisi, pelatihan, dan
kerja sama, sehingga sinkronisasi dan simplifikasi dapat tercapai secara optimal dalam kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah ini memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada Daerah dalam menata
Perangkat Daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan
Daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi
kelembagaan antara Pusat dan Daerah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2
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Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah” adalah
Perangkat Daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi
dan Tugas Pembantuan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah” adalah penentuan
jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu
Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan
Pemerintahan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “efisiensi” adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan
perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “efektivitas” adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada
tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “pembagian habis tugas” adalah pembentukan Perangkat Daerah yang
membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak
terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerabh.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “rentang kendali” adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah
unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “tata kerja yang jelas” adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat
Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal
maupun horizontal.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “fleksibilitas” adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit
kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan
oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.
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Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan” adalah membina
dan mengawasi seluruh Perangkat Daerah.

Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
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Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “melekat pada dinas Daerah provinsi yang melaksanakan Urusan Pemerintahan
di bidang Penanaman Modal” adalah kepala dinas yang menyelenggarakan urusan penanaman modal
sekaligus menjadi kepala unit pelayanan terpadu satu pintu.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.
Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)

Masing-masing Urusan Pemerintahan pada prinsipnya diwadahi dalam 1 (satu) satuan kerja Perangkat
Daerah dalam rangka penanganan urusan secara optimal yang didukung oleh sumber daya manusia
dalam jumlah yang cukup dengan kompetensi yang sesuai berdasarkan standar kompetensi yang
diperlukan dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan tersebut, namun apabila intensitas Urusan
Pemerintahan tersebut sangat kecil (perhitungan nilai variabel di bawah 400 (empat ratus)),
penyelenggaraan fungsi urusan tersebut digabung dengan Perangkat Daerah yang memiliki kedekatan
karakteristik Urusan Pemerintahan atau memiliki keterkaitan fungsi dengan penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan tersebut.

Ayat (2)
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Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “tipelogi dinas hasil penggabungan Urusan Pemerintahan” adalah Urusan
Pemerintahan yang berdasarkan perhitungan nilai variabel dapat dibentuk 1 (satu) bidang, digabungkan
dengan dinas tipe C atau tipe B, maka tipelogi dinas hasil penggabungan Urusan Pemerintahan tersebut
dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat. Sedangkan apabila Urusan Pemerintahan tersebut digabungkan dengan
dinas tipe A, maka dinas tersebut menjadi tipe A dengan 5 (lima) bidang.

Ayat (7)

Dengan ketentuan ini, nomenklatur dinas yang digunakan setelah penggabungan adalah nomenklatur
dinas utama, sedangkan Urusan Pemerintahan yang bergabung diuraikan dalam tugas dan fungsi bidang

atau seksi pada dinas dimaksud.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Pasal 19

Yang dimaksud dengan “kegiatan teknis operasional’ adalah kegiatan teknis yang secara langsung

berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “kegiatan teknis penunjang tertentu” adalah kegiatan untuk mendukung

pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)
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Yang dimaksud dengan “menteri terkait” adalah menteri yang membidangi Urusan Pemerintahan yang
dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis dinas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "unit organisasi bersifat fungsional” adalah unit organisasi yang dipimpin oleh
pejabat fungsional.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.
Ayat (7)

Cukup jelas.
Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang
pendidikan” adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan, sub
urusan manajemen pendidikan yang terkait dengan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dan
pendidikan khusus.

Yang dimaksud dengan “Urusan Pemerintahan yang hanya diotonomikan kepada Daerah provinsi” adalah
Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara
Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
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Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “menteri terkait” adalah menteri yang membidangi Urusan Pemerintahan yang

dilaksanakan oleh cabang dinas.

Cukup jelas.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
provinsi” adalah satuan kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan bagi organisasi Perangkat

Daerah lain, meliputi pelaksanaan fungsi perencanaan, keuangan, kepegawaian, penelitian dan
pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)
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Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)

Masing-masing fungsi penunjang penyelenggaraan Urusan Pemerintahan pada prinsipnya diwadahi
dalam 1 (satu) satuan kerja Perangkat Daerah agar fungsi penunjang tersebut dapat terselenggara secara
optimal yang didukung oleh sumber daya manusia dalam jumlah yang cukup dengan kompetensi yang
sesuai berdasarkan standar kompetensi yang diperlukan dalam melaksanakan fungsi penunjang
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan tersebut, namun apabila beban kerja sangat kecil (perhitungan
nilai variabel di bawah 400 (empat ratus)) maka penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan
tersebut, digabung dengan Perangkat Daerah yang memiliki kedekatan karakteristik fungsi penunjang
Urusan Pemerintahan atau memiliki keterkaitan fungsi dengan penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan
Pemerintahan tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Dalam hal fungsi penunjang penyelenggaraan Urusan Pemerintahan digabung dengan 2 (dua) fungsi,
maka tipelogi badan ditentukan berdasarkan jumlah bidang dari perhitungan nilai variabel fungsi
penunjang tersebut. Apabila jumlah bidang setelah penggabungan 2 (dua) bidang, tipeloginya adalah tipe
C. Apabila jumlah bidang setelah penggabungan 3 (tiga) bidang, tipeloginya adalah tipe B, dan apabila
jumlah bidang setelah penggabungan 4 (empat) bidang atau lebih, tipeloginya adalah tipe A.

Yang dimaksud dengan “jumlah bidang setelah hasil penggabungan” adalah jumlah bidang pada badan
yang berdiri sendiri ditambah dengan bidang atau seksi dari fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang

tidak bisa berdiri sendiri.
Ayat (6)

Dengan ketentuan ini, nomenklatur badan yang digunakan setelah penggabungan adalah nomenklatur
badan utama, sedangkan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang bergabung diuraikan dalam tugas
dan fungsi bidang atau seksi pada badan dimaksud.

Pasal 28
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Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kegiatan teknis operasional’ adalah kegiatan teknis yang secara langsung

berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “kegiatan teknis penunjang tertentu” adalah kegiatan untuk mendukung

pelaksanaan tugas organisasi induknya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35
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Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “melekat pada dinas Daerah kabupaten/kota yang melaksanakan Urusan
Pemerintahan bidang Penanaman Modal” adalah kepala dinas yang menyelenggarakan urusan
penanaman modal sekaligus menjadi kepala unit pelayanan terpadu satu pintu.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 40
Ayat (1)

Masing-masing Urusan Pemerintahan pada prinsipnya diwadahi dalam 1 (satu) satuan kerja Perangkat
Daerah dalam rangka penanganan urusan secara optimal yang didukung oleh sumber daya manusia
dalam jumlah yang cukup dengan kompetensi yang sesuai berdasarkan standar kompetensi yang
diperlukan dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan tersebut, namun apabila intensitas Urusan
Pemerintahan tersebut sangat kecil (perhitungan nilai variabel di bawah 400 (empat ratus)) maka
penyelenggaraan fungsi urusan tersebut digabung dengan Perangkat Daerah yang memiliki kedekatan
karakteristik Urusan Pemerintahan atau memiliki keterkaitan fungsi dengan penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan tersebut.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

56 / 69


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “tipelogi dinas hasil penggabungan Urusan Pemerintahan” adalah Urusan
Pemerintahan yang berdasarkan perhitungan nilai variabel dapat dibentuk 1 (satu) bidang, digabungkan
dengan dinas tipe C atau tipe B, maka tipelogi dinas hasil penggabungan Urusan Pemerintahan tersebut
dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat. Sedangkan apabila Urusan Pemerintahan tersebut digabungkan dengan
dinas tipe A, maka dinas tersebut menjadi dinas tipe A dengan 5 (lima) bidang.

Ayat (7)

Dengan ketentuan ini, nomenklatur dinas yang digunakan setelah penggabungan adalah nomenklatur
dinas utama, sedangkan Urusan Pemerintahan yang bergabung diuraikan dalam tugas dan fungsi bidang

atau seksi pada dinas dimaksud.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Pasal 41

Yang dimaksud dengan “kegiatan teknis operasional’ adalah kegiatan teknis yang secara langsung

berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “kegiatan teknis penunjang tertentu” adalah kegiatan untuk mendukung

pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “menteri terkait” adalah menteri yang membidangi Urusan Pemerintahan yang
dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis dinas.
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Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43

Yang dimaksud dengan "unit organisasi bersifat fungsional” adalah unit organisasi yang dipimpin oleh pejabat
fungsional.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Ayat (1)

Masing-masing fungsi penunjang Urusan Pemerintahan pada prinsipnya diwadahi dalam 1 (satu) satuan
kerja Perangkat Daerah dalam rangka penanganan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan secara
optimal yang didukung oleh sumber daya manusia dalam jumlah yang cukup dengan kompetensi yang
sesuai berdasarkan standar kompetensi yang diperlukan dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan
Pemerintahan tersebut, namun apabila intensitas fungsi penunjang Urusan Pemerintahan tersebut sangat
kecil (perhitungan nilai variabel di bawah 400 (empat ratus)), maka penyelenggaraan fungsi penunjang
Urusan Pemerintahan tersebut digabung dengan Perangkat Daerah yang memiliki kedekatan karakteristik
fungsi penunjang Urusan Pemerintahan atau memiliki keterkaitan fungsi dengan penyelenggaraan fungsi
penunjang Urusan Pemerintahan tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “tipelogi badan Daerah kabupaten/kota hasil penggabungan fungsi penunjang
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Urusan Pemerintahan” adalah sesuai dengan jumlah bidang setelah penggabungan. Apabila 3 (tiga)

bidang menjadi tipe B dan apabila jumlah bidang lebih dari 3 (tiga) menjadi tipe A.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kegiatan teknis operasional’ adalah kegiatan teknis yang secara langsung

berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “kegiatan teknis penunjang tertentu” adalah kegiatan untuk mendukung

pelaksanaan tugas organisasi induknya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 49

Pasal 50

Pasal 51

Pasal 52

Pasal 53

Pasal 54

Pasal 55
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Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 56

Pasal 57

Pasal 58

Pasal 59

Pasal 60

Pasal 61

Pasal 62

Pasal 63

Pasal 64

Pasal 65

Pasal 66
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Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 67

Pasal 68

Pasal 69

Pasal 70

Pasal 71

Pasal 72

Pasal 73

Pasal 74

Pasal 75

Pasal 76

Pasal 77

Pasal 78
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Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 79

Pasal 80

Pasal 81

Pasal 82

Pasal 83

Pasal 84

Pasal 85

Pasal 86

Pasal 87

Pasal 88

Pasal 89

Pasal 90
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Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.
Ayat (7)

Cukup jelas.
Ayat (8)

Cukup jelas
Ayat (9)

Yang dimaksud dengan “pejabat fungsional dokter atau dokter gigi” adalah termasuk dokter spesialis dan
dokter gigi spesialis yang menduduki jabatan fungsional dokter dan dokter gigi.

Pasal 95
Ayat (1)
Cukup jelas.
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Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.
Ayat (7)

Cukup jelas.
Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “pejabat fungsional dokter atau dokter gigi” adalah termasuk dokter spesialis dan
dokter gigi spesialis yang menduduki jabatan fungsional dokter dan dokter gigi.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kompetensi pemerintahan” antara lain kompetensi pengetahuan, sikap, dan
keterampilan yang terkait dengan kebijakan Desentralisasi, hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah,
pemerintahan umum, pengelolaan keuangan Daerah, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah, hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD, serta etika pemerintahan.

Ayat (4)
Cukup jelas.
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Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 99

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 100

Pasal 101

Pasal 102

Pasal 103

Pasal 104

Pasal 105
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Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "Menteri menyampaikan rencana pemetaan kepada kementerian/lembaga
pemerintah nonkementerian untuk melaksanakan pemetaan Urusan Pemerintahan” adalah Menteri
memfasilitasi dan mengoordinasikan pertemuan Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dengan
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian untuk melaksanakan verifikasi data dari
kabupaten/kota masing-masing dengan menggunakan sistem informasi pemetaan Urusan Pemerintahan
dan penentuan beban kerja Perangkat Daerah.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 106
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sistem informasi pemetaan Urusan Pemerintahan dan penentuan beban kerja
Perangkat Daerah” adalah sistem informasi yang digunakan secara bersama-sama oleh pemerintah
kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan Pemerintah Pusat untuk mengintegrasikan pemetaan Urusan
Pemerintahan dengan kelembagaan dan kepegawaian Perangkat Daerah, yang antara lain meliputi peta
Urusan Pemerintahan, indikator, bobot, interval, tata cara perhitungan skor intensitas urusan dan besaran
kelembagaan Perangkat Daerah, peta jabatan, jumlah pemangku jabatan dan persyaratan kompetensi
yang diperlukan, serta data lain yang diperlukan dalam pembinaan dan pengendalian kelembagaan dan
kepegawaian Perangkat Daerah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 107
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
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Huruf ¢

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kabupaten/kota pulau-pulau terluar di Daerah perbatasan” adalah
kabupaten/kota yang berlokasi di pulau-pulau terluar wilayah laut perbatasan negara.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pasal 108

Pasal 109

Pasal 110

Pasal 111

Pembinaan struktur organisasi dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian struktur dengan beban

kerja organisasi.

Huruf b
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Pembinaan budaya organisasi dilaksanakan untuk meningkatkan etos dan kinerja organisasi.
Huruf ¢

Pembinaan inovasi organisasi dilaksanakan untuk mendorong organisasi menyediakan seluruh
sumber daya dan sistem kerja yang efektif dan efisien.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Ayat (1)

Materi muatan Peraturan Menteri memerhatikan dan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan
sinkronisasi dengan kebijakan yang ada pada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 116
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “bersifat koordinatif dan fungsional” adalah hubungan kerja dalam rangka
sinkronisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat Daerah
kabupaten/kota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang sama.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.
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Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “infrastruktur dan aplikasi secara berbagi pakai” adalah infrastruktur dan aplikasi
teknologi informasi yang dikembangkan dan diselenggarakan secara terintegrasi untuk dipergunakan bagi
seluruh Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat Daerah kabupaten/kota beserta kementerian/lembaga
pemerintah non kementerian.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.
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